
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 17 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BELANJA DI PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon),maka perlu adanya standar belanja sebagai pedoman dalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon)
Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a. di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang StandarBelanja Pekon Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 ten tang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten DaerahTmgkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun099 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

ÏZ°m20 10111111 2001 ^mbaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republiki011 NomOr 82’ Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495); 8

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5495);

23 TahUn 2014 tentanS Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-T^hun8™^ tóhunJ;015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaInd^ TambahanLembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Zn? (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorO / 1Dj,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 TentangDana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanjaegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Meuten Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentangLembaran Daerah dan Berita Daerah; 8

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang£h": di Desa R'Puh"k Mo^ia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
,Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangTaba^OU^ °eSa NCgara RePUbUk Ind°“Sta

Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan KewenanganLoka! Berskala Desa(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 TentangPedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambüan KeputusanMusyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 159);

12.—Eeialman—Menteri—Palam Npppri an Tah„n



20.

21.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

' Da'am NCgeri RePubhk Indonesia Nomor 84 tahun®usunan Organisasi Dan Tata Keija Pemerintah Desa(Benta Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);

“T Dai^“ Negeri RcpubUk Indonesia Nomor 1 Tahun2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 nomor 53); 8 «epublik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
tnd

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016gTentang“^NoXaOO^8™ ,Berita Negara R— “onesiaS
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Danp™.^81*81 RePubük Indonesia Nomor 5 Tahun 20168TentangPembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara RenuhlikIndonesia Tahun 2016 Nomor 359); 8 RePubhk

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 TentangPenetapan Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

20^^ Dalam Negeri RePublik Indonesia Nomor 44 tahun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang TataCara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Nomor 478)““ Republik >n*>nesia Tahun 2016

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaSZT D m°r, 13 Tahun 2013 tentang Pedoman TataPengadaan Barang/Jasa di Desa;

Daerah ^hni^ten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015Peraturan di ^g^t Pekon (Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 126, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 39);

^ZaAnDaerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016entang Anggaian Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenL Un 2017 (Lembaran Daerah Kabupatenanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2016 Nomor 50);
«vaoupaten

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2015 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pekon. (Berita DaerahKabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 305);

Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Sbu^ïn TnggamUS Jahun Anggaran 2017 (Berita DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);



MEMUTUSKAN :

Pasal 3

^kSUd 121 P™™“h Pekon juga
Angganm 2017, Kepu^^paü
kebutuhan Petnerintah Daerah SbutSnLgam^ Mtuan ‘“’"S
Fanggamus tentang Daftar haiga satuan iimFLó j 2°V ^P^*™ Bupati
Anggaran 2016. ’ VLhan (^an peralatan 'lYiwulan IV Tahun

Pasal 1

bagian üdak terpiMhka^lqn8^^ Lampiran 1 merupakan

Me„e.apkan : ^R^BUPA. TANGGAMUS ™0 STANOAR

Pasal 2

Pasal 4

az.“ “•«™.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2o Maret 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

'tM

ANDI WIJAYA



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 2p Maret 2017

STANDAR BELANJA PEKON

I. BELANJA PEGAWAI

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon Dan Perangkat
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Apanat pekon],

2. Besaran Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat dan Tunjangan BMP
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparat pekon dan BHP).

3. Besaran Operasional BHP
(Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan
Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).

4. Besaran Insentif RT
(Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan
Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).

5. Besaran Bantuan Insentif Guru Paud dan Guru Taman Belajar
Keagamaan (Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan
keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).

6. Besaran Operasional Lembaga Pekon
(Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan
Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).

7. Besaran Tunjangan Kesehatan Kepala Pekon dan Perangkat (Sesuai
UMP Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pekon, dengan
kemampuan keuangan pekon dan diputuskan dalam Musyawarah
Pekon).

8. Honor Staf Pemerintah Pekon
- Besaran Honor : Rp. 400.000,- orang/ bulan

9. Honor Bendahara Pengeluaran Pekon
Besaran Honor : Rp. 600.000,- orang/ bulan

10. Honor Bendahara Penerimaan Pekon- Besaran Honor : Rp. 350.000,- orang/ bulan

11. Honor Bendahara Barang Pekon
- Besaran Honor : Rp. 350.000,- orang/ bulan

2. BELANJA BARANG DAN JASA

A. Besaran Standar Maksimal Belanja Perjalanan Dinas Aparatur Pekon



a.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Tanggamus DalamProvinsi Lampung, dengan ketentuan maksimal :- UangHarian : Rp. 150.000,-/orang/hari
Penginapan : Rp. 356.000,-/hari(biaya riil)a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Lampung, denganketentuan maksimal :

- UangHarian : Rp. 200.000,-/orang/hari
- Penginapan : Rp. 400.000,-/hari (biaya riil)- biaya tiket biaya transportasi pp' disesuaikan denganpengeluaran riil.

Keabsahan pertanggungjawaban belanja
dengan terpenuhinya ketentuan :

perjalanan dinas didasari

- Surat Perintah Tugas (SPT);
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

Kuwintansi Perjalanan Dinas;
Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
Laporan Hasil Kegiatan;

DaJam Kabupaten Tanggamus Surat PerintahTugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandanganioleh Kepala Pekon;
' Untuk Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten TanggamusSurat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Camat dan SuratPenntah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Pekon;

Jumlah maksimal aparatur pekon setiap perjalanan dinas adalah4 (empat) orang dan lama perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari.

B. Besaran Standar Maksimal Honor Tim/Panitia
Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangkapenanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannyacukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapatdibentuk tim kerja/kepamtiaan yang dituangkan dalam KeputusanKepala Pekon. Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan sebagaimanatersebut dapat diberikan honorarium yang besaran biayanyadisesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan

b L U”tuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakans/d 15 han, dapat dibenkan honorarium perhari dengan besaranmaksimal sebesar :
(a). Ketua
(b). Sekretaris
(c). Anggota

Rp. 25.000,-/orang/ hari
Rp. 20.000,-/orang/hari
Rp. 15.000,-/orang/hari

b.2. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakandi atas 15 hari, dapat diberikan honorarium dengan besaranmaksimal perbulan sebesar :
(a). Ketua
(b). Sekretaris
(c). Anggota

Rp. 200.000,-/orang/bulan
Rp. 150.000,-/orang/bulan
Rp. 100.000,-/orang/bulan



b.3. Honorarium Tim Pengelola Profil Pekon dapat diberikanhonorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :
- Rp. 500.000,-/orang/bulan

C. Besaran Standar Maksimal Belanja BBM dan Perawatan KendaraanPekon, roda 2.
Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).c.l.
- Kendaraan Roda 2

c.2. Belanja Pelumas/Oli
- Kendaraan Roda 2

c.3. Belanja Service
- Kendaraan Roda 2

c.4. Belanja Ban
- Kendaraan Roda 2

c.5. Accu
- Kendaraan Roda 2

c.6. Suku Cadang
- Kendaraan Roda 2

Rp. 150.000,-/bulan

Rp. 50.000,-/bulan

Rp. 75.000,-/bulan

Rp.300.000,-/tahun

Rp. 150.000,-/tahun

Rp. 300.000,-/tahun
D. Besaran Standar Maksimal Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber

Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kecamatan setempat:Rp. 250.000,-/org/hari.
- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kabupaten

: Rp. 750.000,-/org/hari
- Honor Instruktur/ Pelatih/ Narasumber Tingkat Provinsi

: Rp. 1.000.000,-/org/hari

E. Besaran Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman
E.l. Jamuan Makan Rp. 20.000,- / porsi
E.2. Jamuan Ringan ( Snack ) Rp. 8.000,- / porsi

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMS HADI



b.3. Honorarium Tim Pengelola Profil Pekon dapat diberikanhonorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :- Rp. 500.000,-/orang/ bulan

C. Besaran Standar Maksimal Belanja BBM dan Perawatan KendaraanJreKon, roda 2.

c.l. Belanja Bahan Bakar
- Kendaraan Roda 2

c.2. Belanja Pelumas/Oli
- Kendaraan Roda 2

c.3. Belanja Service
- Kendaraan Roda 2

c.4. Belanja Ban
- Kendaraan Roda 2

c.5. Accu
- Kendaraan Roda 2

c.6. Suku Cadang
- Kendaraan Roda 2

Minyak (BBM).
Rp. 150.000,-/bulan

Rp. 50.000,-/bulan

Rp. 75.000,-/bulan

Rp.300.000,-/tahun

Rp. 150.000,-/tahun

Rp. 300.000,-/tahun
D. Besaran Standar Maksimal Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber

H°n°" I"^unk‘ur''Pela“h/Narasu™b«r Tingkat Kecamatan setempat.Kp. 250.000,-/org/han.
Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kabupaten

: Rp. 750.000,-/org/hari
Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Provinsi: Rp. 1.000.000,-/org/hari

E. Besaran Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman
E.l. Jamuan Makan
E.2. Jamuan Ringan ( Snack )

Rp. 20.000,- / porsi
Rp. 8.000,- / porsi

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR
TANGGAL

: 17 TAHUN 2017
: 20 Marer 20 1 7

A. KODE PEKON DAN KECAMATAN DALAM APBPekon

KODE

1
URAIAN

2
KETERANGAN

3

01. KECAMATAN KOTA AGUNG
01. 01. PEMERINTAH PEKON MEGERI RATU
01. 02, PEMERINTAH PEKON PANANGGUNGAN
01. 03. PEMERINTAH PEKON TERDANA
01. 04. PEMERINTAH PEKON KELUNGU
01. 05. PEMERINTAH PEKON PARDASUKA
01 06 PEMERINTAH PEKON TEP^TAS
01. 07, PEMERINTAH PEKON KUSA
01. 08. PEMERINTAH PEKON TERBAYA
01. 09. PEMERINTAH PEKON KEDAMAJAN
01. 10, PEMERINTAH PEKON KOTA AGUNG
01 11 PEMERINTAH PEKON vota rath —
01. 12. PEMERINTAH PEKON CAMPANG TIGA —
01. 13. PEMERINTAH PEKON BENTENG JAYA

02. KECAMATAN TALANG PADANG —
HO n1 PEMERINTAH PEKON K*’ ippntno —
02. 02. PEMERINTAH PEKON KEJAYAAN
02, 03, PEMERINTAH PEKON SUKABUMI —
02. 04. PEMERINTAH PEKON SUKANEGERI JAYA
02. 05. PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI
02, 06. PEMERINTAH PEKON STNOOQApt
02, 07, PEMERINTAH PEKON SINAR BANTEN
02, 08. PEMERINTAH PEKON SUKARAME
02. 09. PEMERINTAH PEKON BANDING AGUNG
02, 10, PEMERINTAH PEKON TALANG PADANG
02. 11. PEMERINTAH PEKON SUKA NEGERT
02. 12, PEMERINTAH PEKON SUKA BANDUNG
02. 13. PEMERINTAH PEKON SUKA MERINDU
02. 14. PEMERINTAH PEKON SINAR SEMENDO
02. 15. PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG
02. 16. PEMERINTAH PEKON 9TNAP petjp
02. 17. PEMERINTAH PEKON WAY HALOM
02. 18. PEMERINTAH PEKON TALANG SEPUH
02. 19. PEMERINTAH PEKON SINAR HARAPAN
02. 20. PEMERINTAH PEKON SINAR BETUNG — —
03. KECAMATAN WONOSOBO
03. 01. PEMERINTAH PEKON KARANG ANYAR
03. 02. PEMERINTAH PEKON KALIREJO
03. 03. PEMERINTAH PEKON DADIREJO
03 04 PEMERINTAH PEKON BANYU URIP
03. 05. PEMERINTAH PEKON WONOSOBO
03. 06. PEMERINTAH PEKON SOPONYONO
03. 07.
m no

PEMERINTAH PEKON BANDAR KEJADIAN
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KODE

1
URAIAN keterangan

03. 15._ PEMERINTAH PEKON PADANG MANIS
3

03. 16, PEMERINTAH PEKON KEJADIAN
03, 17.. PEMERINTAH PEKON DADISARI
03, 18. PEMERINTAH PEKON KALISARI
03. 19.. PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGORO
03. 20.. PEMERINTAH PEKON PEKON BALAK
03. 21. PEMERINTAH PEKON KUNYAYAN
03. 22. PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI
03. 23. PEMERINTAH PEKON NEGERI NGARIP
03. 24. PEMERINTAH PEKON DADIMULYO "

03. 25. PEMERINTAH PEKON SAMPANG TURUS —03. 26. PEMERINTAH PEKON SRI MELATI —03. 27. PEMERINTAH PEKON WAY L1WOK —03. 28. PEMERINTAH PEKON SUMUR TUJUH

04. KECAMATAN PULAU PANGGUNG '

04. 01. PEMERINTAH PEKON TALANG BERINGIN —U2. PEMERINTAH PEKON GUNUNG MEGANG
04. 03. PEMERINTAH PEKON TANJUNG REJO
U^. U4. UKMEkiNlAH PEKON TANJUNG BEGELUNG
04. 05. PEMERINTAH PEKON SINAR MULYO 1

04. 06. PEMERINTAH PEKON KEMUNING —04. 07. PEMERINTAH PEKON GEDUNG AGUNG
04. 08. PEMERINTAH PEKON PENANTIAN
04. 09. PEMERINTAH PEKON MUARA DUA
04. 10. PEMERINTAH PEKON TEKAD
04. 11. PEMERINTAH PEKON PULAU PANGGUNG —04. 12. PEMERINTAH PEKON GUNUNG MERAKSA
04. 13. PEMERINTAH PEKON WAY ILAHAN —04. 14. PEMERINTAH PEKON BATU BEDIL
04. 15. PEMERINTAH PEKON AIR BAKOMAN
04. 16. PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYA
04. 17. PEMERINTAH PEKON SINDANG MARGA
04. 18. PEMERINTAH PEKON TALANG JAWA
04. 19. PEMERINTAH PEKON SR1MANGANTEN
04. 20. PEMERINTAH PEKON TANJUNGGUNUNG
04. 21. PEMERINTAH PEKON SINAR MANCAK

05. KECAMATAN CUKUH BALAK —05. 01. PEMERINTAH PEKON KARANG BUAH
05. 02. PEMERINTAH PEKON SAWANG BALAK —05. 03. PEMERINTAH PEKON WAY RILAU
05. 04. PEMERINTAH PEKON TANJUNG RAJA
05. 05. PEMERINTAH PEKON TENGOR
05. 06. PEMERINTAH PEKON TANJUNG JATI
05. 07. PEMERINTAH PEKON KEJADIAN LOM
05. 08. PEMERINTAH PEKON SUKARAJA
35. 09. PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI
05. 10. PEMERINTAH PEKON GEDUNG
05. 11. PEMERINTAH PEKON SUKAPADANG
05. 12. PEMERINTAH PEKON KACAMARGA
05. 13. PEMERINTAH PEKON PAMPANGAN “

05. 14. PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS
05. 15. PEMERINTAH PEKON TANJUNG BETUAH —05. 16.
AS La

PEMERINTAH PEKON PUTIH DOH



KODE
1

URAIAN

2_
KETERANGAN

3
06. KECAMATAN PUGUNG
06. 01. PEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANG
06. 02, PEMERINTAH PEKON TIUH MEMON
06. 03, PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG UDIK —06. 04. PEMERINTAH PEKON TANJUNG HERAN
06. 05. PEMERINTAH PEKON SUMANDA
06. 06, PEMERINTAH PEKON CAMPANG WAY HANDAK —06. 07. PEMERINTAH PEKON TAMAN SARI —06. 08. PEMERINTAH PEKON SUKAJADI
06, 09. PEMERINTAH PEKON BINJAI WANGI
06, IQ, PEMERINTAH PEKON TANJUNG KEMALA
06. 11. PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG ""

06. 12. PEMERINTAH PEKON BABAKAN —06, 13. PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU —
06. 14. PEMERINTAH PEKON SINAR AGUNG
06. 15. PEMERINTAH PEKON TANGKIT SERDANG06. 16. PEMERINTAH PEKON GUNUNG KASIH —06. 17. PEMERINTAH PEKON WAY JAHA
06, 18. PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG ILIR06. 19. PEMERINTAH PEKON GADING
06. 20. PEMERINTAH PEKON WAY PIRING
06. 21, PEMERINTAH PEKON PUNGKUT
06, 22. PEMERINTAH PEKON GUNUNG TIGA
06, 23. PEMERINTAH PEKON WAY MANAK
06. 24, PEMERINTAH PEKON SUKA MAJU
U6. 25. PEMERINTAH PEKON SUKA MULYA —06. 26. PEMERINTAH PEKON KAYUHUBI —06. 27. PEMERINTAH PEKON TALANG LEBAR

07. KECAMATAN SEMAKA —07. 01. PEMERINTAH PEKON TUGU PAPAK
07, 02. PEMERINTAH PEKON KACAPURA
07, 03. PEMERINTAH PEKON SUKARAJA —
07, 04, PEMERINTAH PEKON BANGUN REJO
07, 05, PEMERINTAH PEKON TUGU REJO
07, 06, PEMERINTAH PEKON SIDODADI
07, 07, PEMERINTAH PEKON GARUT
07. 08. PEMERINTAH PEKON KARANG REJO
07. 09. PEMERINTAH PEKON KANOMAN —07. 10. PEMERINTAH PEKON SUD1MORO
07. 11. PEMERINIAH PEKON SUDIMORO BANGUN
07. 12. PEMERINTAH PEKON SRI PURNOMO
07. 13. PEMERINTAH PEKON SRI KUNCORO
07. 14. PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO
07. 15. PEMERINTAH PEKON KARANG AGUNG •

07. 16. PEMERINTAH PEKON TULUNG ASAHAN —07. 17. PEMERINTAH PEKON SRI KATON —07. 18. PEMERINTAH PEKON PARDAWARAS
07. 19. PEMERINTAH PEKON SEDAYU —
07. 20. PEMERINTAH PEKON WAY KERAP
07. 21. PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO
07. 22. PEMERINTAH PEKON SUKAJAYA

08. ]tECAMATAN SUMBEREJO



KODE

1
URAIAN

2
keterangan

08. 05._ pemerintah pekon argopeni 3
08. 06. PEMER1NTAH PEKON MARGODADI
08. 07. PEMERINTAH PEKON MARGOYOSO
08, 08. PEMERINTAH PEKON DADAPAN —08. 09. PEMERINTAH PEKON SIMPANG KANAN ' '

08. 10.. HEMERINTAH pekon wonoharjo
08, 11.
08. 12.

PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYO
PEMERINTAH PEKON APfinunivn

08. 13. PEMERINTAH PEKON SIDOREJO —
09, KECAMATAN ULU BELU —
09. 01, PEMERINTAH PEKON DETA RAJAN —09, 02. PEMERINTAH PEKON GUNUNG
09, 03. PEMERINTAH PEKON KARANG
09. 04. PEMERINTAH PEKON PAGAR ALAM
09. 05. _ PEMERINTAH PEKON MUARA DUA
09. 06. PEMERINTAH PEKON NGARIP
09. 07. PEMERINTAH PEKON PENANTIAN
09. 08. PEMERINTAH PEKON GUNUNG
09. 09, PEMERINTAH PEKON ULU
09. 10. PEMERINTAH PEKON SIRNA GALIH —09, 11. PEMERINTAH PEKON REJO SARI
09, 12. PEMERINTAH PEKON SUKAMAJU
09, 13. PEMERINTAH PEKON TANJUNG —09. 14. PEMERINTAH PEKON SINAR
09, 15. PEMERINTAH PEKON AIR ABANG —09. 16. PEMERINTAH PEKON PETAY KAYU

10. KECAMATAN PEMATANG SAWA
10. 01, PEMERINTAH PEKON TAMPANG
10. 02. PEMERINTAH PEKON KAUR GADING
10. 03. PEMERINTAH PEKON TIROM
10. 04, PEMERINTAH PEKON WAY NIPAH
10. 05. PEMERINTAH PEKON GURING
10. 06. PEMERINTAH PEKON BETUNG
10. 07. PEMERINTAH PEKON TANJUNGAN
10. 08. PEMERINTAH PEKON TELUK BRAK
10. 09. PEMERINTAH PEKON KARANG BRAK10. 10. PEMERINTAH PEKON PESANGUN
10. 11. PEMERINTAH PEKON WAY ASAHAN
10. 12. PEMERINTAH PEKON TAMPANG MUDA10. 13. PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU10. 14. PEMERINTAH PEKON MARTANDA

11. 1KECAMATAN KELUMBAYAN —11. 01. PEMERINTAH PEKON NEGERI KLUMBAYAN —
11. 02. PEMERINTAH PEKON PEKON SUSUK
11. 03. PEMERINTAH PEKON NAPAL —
11. 04. PEMERINTAH PEKON PEKON UNGGAK —
11. 05. PEMERINTAH PEKON PENYAND1NGAN —11. 06. PEMERINTAH PEKON PAKU
11. 07. Pemerintah pekon umbar
11. 08. PEMERINTAH PEKON KILUAN NEGERI

12. 1
_LQ GJ

{ECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
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1
URAIAN KETERANGAN

12. 05.. PEMERINIAH PEKON KANDANG BESI
3

12, 06, PEMER1NTAH PEKON TEBA BUNUK
12, 07. PEMERINTAH PEKON WAY GELANG
12, 08, PEMERINTAH PEKON TALAGENING
12, 09. PEMERINTAH PEKON GEDUNG JAMBU
12, IQ, PEMERINTAH PEKON MAJA
12. 11.. PEMERINTAH PEKON PULAU BENAWANG12, 12, PEMERINTAH PEKON PAYUNG —12, 13. PEMERINTAH PEKON KESUGIHAN
12, 14. PEMERINTAH PEKON PEJAJARAN
12, 15. PEMERINTAH PEKON KALI MIRING
12. 16. PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG

13. KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR —
13. 01. PEMERINTAH PEKON BATU KERAMAT
13. 02. PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU
13. 03. PEMERINTAH PEKON UMBUL BUAH
13, 04. PEMERINTAH PEKON MENGGALA
13. 05. PEMERINTAH PEKON MULANG MAYA
13, 06. PEMERINTAH PEKON SUKA BANJAR —
13. 07. PEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOM
13. 08. PEMERINTAH PEKON KAGUNGAN
13. 09. PEMERINTAH PEKON KERTA
13. 10. PEMERINTAH PEKON TEBA
13. 11. PEMERINTAH PEKON TALANG REJO
13. 12. PEMERINTAH PEKON TANJUNGJATI

14. KECAMATAN GISTING
14, 01. _ PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS
14, 02, PEMERINTAH PEKON CAMPANG
14, 03. PEMERINTAH PEKON KUTA DALOM
14, 04, PEMERINTAH PEKON PURWODADI
14, 05, PEMERINTAH PEKON GISTING BAWAH
14. 06. PEMERINTAH PEKON GISTING ATAS
14. 07. PEMERINTAH PEKON SIDOKATON
14. 08. PEMERINTAH PEKON LANDBAW
14. 09. PEMERINTAH PEKON GISTING PERMAI

15. KECAMATAN GUNUNG ALIP
15. 01. PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI
15. 02. PEMERINTAH PEKON SUKARAJA
15. 03. PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG
15. 04. PEMERINTAH PEKON KEDALOMAN
15. 05. PEMERINTAH PEKON SUKABANJAR —15. 06. PEMERINTAH PEKON SUKAMERNAH
15. 07. PEMERINTAH PEKON CIHERANG —
15. 08. PEMERINTAH PEKON PARIAMAN
15. 09. PEMERINTAH PEKON SUKADAMAI
15. 10. PEMERINTAH PEKON WAY HALOM
15. 11. PEMERINTAH PEKON PENANGGUNGAN —15. 12. PEMERINTAH PEKON DARUSSALAM

16. ]KECAMATAN LIMAU
16. 01. PEMERIN TAH PEKON BADAK
16. 02. PEMERINTAH PEKON KURIPAN



KODE URAIAN KETERANGAN

16. 05, _ PEMERINTAH PEKON KETAPANG
3

16. 06. PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG
16. 07. PEMERINTAH PEKON PEKON AMPAI
16. 08. ^EMERINTAH PEKON PARIAMAN —16. 09. PEMERINTAH PEKON ATAR BRAK
16. 10. PEMERINTAH PEKON TANJUNG SIOM
16. 11. PEMERINTAH PEKON TANJUNGJAYA

17. KECAMATAN BANDAR NEGERI
17. 01, PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG
17, 02. PEMERINTAH PEKON BANDAR SUKABUMI
17, 03, PEMERINTAH PEKON SANGGI —17, 04, PEMERINTAH PEKON RAJABASA —17. 05. PEMERINTAH PEKON BANDING —
17, 06. PEMERINTAH PEKON GUNUNG DOH
17. 07, PEMERINTAH PEKON SIMPANG BAYUR —17. 08. PEMERINTAH PEKON ATAR LEBAR —
17, 09. PEMERINTAH PEKON SINAR BANGUN
17, 10, PEMERINTAH PEKON SANGGI UNGGAK —
17, 11, PEMERIN I Al I PEKON TULUNG SARI

18. KECAMATAN AIR NANINGAN —18. 01. PEMERINTAH PEKON WAY HARONG
18. 02. PEMERINTAH PEKON AIR KUBANG "
18. 03. PEMERINTAH PEKON KARANG SARI
18. 04, PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO —18. 05. PEMERINTAH PEKON AIR NANINGAN —
18, 06. PEMERINTAH PEKON DATAR LEBUAY —
18. 07, PEMERINTAH PEKON SINAR JAWA —————
18, 08. ^EMERINTAH PEKON BATU TEGI
18, 09. PEMERINTAH PEKON SINAR SEKAMPUNG
18. 10 PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO

19. KECAMATAN BULOK ——————-
19. 01. PEMERINTAH PEKON SUKAMARA —19. 02. PEMERINTAH PEKON SUKANEGARA —
19. 03. PEMERINTAH PEKON BANJARMASIN
19. 04. PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG BARAT
19. 05. PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG —19. 06. PEMERINTAH PEKON GUNUNG TERANG
19. 07. PEMERINTAH PEKON NAPAL
19. 08. PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR
19. 09. PEMERINTAH PEKON PEMATANG NEBAK —
19. 10. PEMERINTAH PEKON TANJUNGSARI

20. KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT —20. 01. PEMERINTAH PEKON LENGKUKAI
20. 02. PEMERINTAH PEKON SIDOHARJO
20. 03. PEMERINTAH PEKON MERBAU
20. 04. PEMERINTAH PEKON BATU PATAH
20. 05. PEMERINTAH PEKON PURWOSARI —
20. 06. PEMERINTAH PEKON MARGA MULYA



B. KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
AWGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APB-PEKON) TAHÜN 2017

[ KODE

[01.
| URAIAN ’ ‘ -

[bi 01
02

J—Bldang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon-1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan '

03.J Kegiatan Op< rasional Badan Himpun Pemekonan (RHP)04.r 05.
06.

Kegiatan Operasional RT —Kegiatan Pemilihan Kepala Pekon -
r o?,r os.

rcngisiaii retangkat rekonJ Kegiatan Pembentukan Badan Himpun Pemekonan (BHP| ~
J Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemekonan(09,

To.J
Kegiatan Pembangunan Kantor Pekon y “

11.
4 rcmcnnaraan Kantor Pekon

Kegiatan Pembancru nan Sarona don Dm,.,,. f

12. j — . '-“■uaiiftuiitm ourana q<m Hasarana Kantor Pekon

13. j — remennaraan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon ' ’

Pemerintahan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam

|02.
F 01.

Bidaug Pelaksanaan Pernbangumm — -1 Kegiatan Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir~MÏ^02.
03.

J Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase "

04. . cnmanguiKm, Pemeliharaan lempat Pembuangan Sampah

1 Sampah' K'ndaraan p'"8angkut Sampal dan Mesin
Uj,

r 06.
nya yang diputuskan dalam musyawarah

^É£iatan~Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharan Tambatan Perahu| Ui,

| 08.
| 09,

10

b^atan Pembangunan dan Pemeliharan Jalan PernukimanKpSintan Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Poros PekonKegiatan Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Usah^T^Ï '

r ii
12

rcmoangunan dan Pemeliharan Jalan Wisata '

Kegatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pekon

13
rcmoangunan dan Pemeliharaan Gorong-Gorong

-e8iatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal pPiznn14 Kegiatan Pembangunan,Pengembangan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan£Eyar»na Tranaportaai Lainnya yang putuakan dalam Musyawarah
1 1 1

16 /8iatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Mikrohidro-e8iatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Pi^Ti-T8iatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
17

~

18
19

F 22 1
23

24 1

rcmoangunan dan Pemeliharaan Instalasi Biogas ’

Kegiatan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik Pekon

Utonya yang diputuskan dalam musyawarah 6

Kegiatan Pengadaan. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jaringan Internet untuk warga Pekon— Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Website Pekon

slnd^SR?83^’^016^3™ Pengeras Suara- ^^Pon Umum dan Radio Single Sidei-JöllLl IOOlDI °
Kegiatan Pengadaan,oemeliharaan Padin Qimrri^ toor->> '

25

26

27

— “ ,yvmvuu<ua<ui rxaum omgie ome Band (SSBIK^‘„*tt <>»» Pengadaan sarana dan' parana
Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

pS^aPCA?rS ’ P?neemban8an- Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan

LinTkXTnb“nKUna"' pemeliharaan da" Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
28
29

Fkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jambaninasi;
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK)
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34 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasaranaKe»ehatan Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
Jo
36

^iatan Pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masvaraknt

37
remoangunan dan pemeliharaan bangunan PAUD

38
QQ

—A ^“gaudon aan pemeliharaan buku dan peralatan belajar PAUDPengadaan dan pemeliharaan wahana permainan anak di PAUD
40

Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan—giatan Pembangunan dan pemeliharaan bangunan perpustakaan nekon
±L Kegiatan Pengadaan Buku dan Bahan Bacaan
^2

~

43
44

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/ Kegiatan Belajar Masyarakat
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanggar Seni "

Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Film DokumenterKegiatan Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan p^minmn
45
46

47

Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasaranaP£ndidikan dan kebudayaan Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

48
1 vmueuiguiidji uan pemeliharaan Bendungan berskala kecilKegiatan Pembangunan dan perbaikan embung dan/atau sistem nenraimn49 Kegiatan rem bangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Pekon50

51
Kegiatan Pengadaan dan Pencetakan Lahan Pertanian ’

52
udJi remennaraan Koiam Ikan

Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan53 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan tempat pendaratan kapal penangkap ikan
54 kegiatan 1 cm bangunan, pengadaan tambak garam
22 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kandang Ternak
bo Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak57 Keigatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Sarana ProduksiPertanian
58 Kegintau Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana ProduksiPertanian Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
59 Kegiatan 1 embangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengeringan Basil Pertanian
22 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Pekon
22 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Pendingin
02 Kegiatan Pembangunan, PemeUhataan dan Pengadaan sarana dan prasaranaP£ng°lahan hasil pertanian lainnya yang diputuskan dalam musyawarah63 Kegiatan Pengadaaan dan pemeliharaan mesin jahit, peralatan beng’kel kendaraanbermotor, dan mesin bubut untuk mebeler.
64 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Jasa danmdustri kecil lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
65 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Pekon, Pasar Sayur dan Pasar Hewan

— Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TP1) Peknn— Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Toko Online Pekonb8 Kegiatan Pembangunan dan Ppmplihnrann

69 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasaranaPemasaran lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
70 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pondok Wisatq
71 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Panggung Hiburan
72 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kios Cederamata dan Kios Warung Makan
73 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Anak dan Outbond

Kgglatan Pembangunan,Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Rekreasi
75 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Penginapan76 Kegiatan Pengadaan Angkutan wisata
77 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pekon Wisata Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
78 Kegiatan Pembangunan,Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasama Penggilingan Padi
79 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Peraut Kelapa.Penepung Biji-bijian

Henrarah Pobor. — • r n j j ,
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83 Kegiatan Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Kolam untuk mata air danPlesengan sungai
84 Kegiatan Pcmbangunan.Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan abrasi pantai
85 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanl'aatan clan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

86 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan evakusi bencana ]87 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pengungsian
88 Kegiatan Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam89 Kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
90 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Penanggulangan Bencana Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

03. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
01. Kegiatan t (.moinaan Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban di Pekon02. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga dan kerukunan Urnat Beragama03. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Pekon04. Kegiatan Pemeliharaan Perdamaian, Penanganan Konflik dan Mediasi di Pekon05. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

04. Bidang Pemberdayaan Masyarakat —
01. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Pekon
02. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehaan Lingkungan
03, Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat Bagi Balita dan Anak Sekolah04. Kegiatan Pengelolaan Balai Pengobatan Pekon
05. Kegiatan Perawatan Kesehatan Untuk Ibu Hamil dan Menyusui
06. Kegiatan Pengobatan Untuk Lansia
07, Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana (KB|
08.
09.

Kegiatan Pengelolaan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekon Lainnya YangDiputuskan Dalam Musyawarah

10
11

kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan Pengelolaan Taman Belajar Keagamaan

12 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
13 Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
14 Kegiatan Pemberdayaan dan Bantuan Bidang Olah Raga
15 Kegiatan Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter
16 Kegiatan rengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya Yang Diputuskan DalamMusyawarah
17 Kegiatan Pengelolaan bampah Berskala Rumah Tangga
18 Kegiatan Pengelolaan Sarana Pengelolahan Air Limbah,
19 n.egiatan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Lainnya Yang Diputuskan DalamMusyawarah
20 Kegiatan Pengelolaan Terminal Pekon _
21 Kegiatan Pengelolaan Tambahatan Perahu
22 Kegiatan Pengelolaan Transportasi Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
23 Kegiatan Pengolahan Limbah Peternakan Untuk Energi Biogas_
24 Kegiatan Pembuatan Bioetanol Dari Ubi Kavu _
25 Kegiatan Pengolahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel
26 Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin27 Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
28 Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
29 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pekon
30 Kegiatan Pengelolaan Koran Pekon dan Website Pekon
31 Kegiatan Pengelolaan Radio Komunitas di Pekon
32 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Lainnya Yang Diputuskan DalamMusyawarah
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38 1 PT°dU1“i Pertanlan Lainnya Yang Diputuskan Dalam
39

J Jamur.Kripik Jagung, Ikan Asin. Kopi, Coklat, Karet]
40

41
I "**““*H"UP'rt,“ia" Lainnya Y“« •*.

42
1 rcugcmiaan usana Mebel Kayu dan Rotan '

43

g uiaan Usana Alat-Aiat xumah Tangga dan Pakaian Jadi/Konveksi

[ 44
45

1 Kegiatan Pengelolaan Usaha Kerajinan Tangan, Kaïn Tenun dan Kaïn Batik4 Kegiatan Pengelolaan Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor -
46

47

4 yyaum rciigcioian i eaagang di Pasar dan Pedagang PengepulKegiatan Pengelolaan Jasa dan Industri Kecil lainnya di Pekon Yang DiputuskanDalam Musyawarah Pekon H

1 48
49

1 uan rengemoangan BUMBes dan/atau BUMDes Bersama
1 Perr>bentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Mawarn kat —

50 dan Pen*embaü«ftli Uaaba Konomi Masyarakat Lainnya YangDiputuskan Dalam Musyawarah 8
51 Kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
52 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Pekon
53 ^0100 TT' Guna Un,uk Produksi Pertanian,bumber Energi, Sarana Prasarana Transpotasi, Komunikasi, Jasa dan Industri Kecil
54

cc
Drouthk Pe^mba^gan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Lainnya YangDiputuskan Dalam Musyawarah 8

I VU

56
Kegiatan Penyediaan Informasi Harga/Pasar
Kegiaan Pameren Hasil Usaha BUMDes. Usaha Ekonomi Masyarakat dan Atau Koperasi

1 57 Kegiatan Keqasama Perdagangan Antar pekon dan Dengan Pihak Ketiga58

59 |

Pengelolaan Pemasaran hasil Produksi BUMDes Lainnya yang DiputuskanDalam Musyawarah
Kegiatan Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana AlamKeSiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Palam Menghadapi Bencana Alam

|~ 60
61
62

ouKareiawan untuk Penanganan Bencana AlamKegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana AlamLainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
63 1

:

zoB § Oi§I77C3 5I12oEc 3CT CT r-*g 70O3"O5 B q K X)1 64 | Kegiatan reiestarian Lingkungan Hidup Melalui Rebosisasi1 65 | !>eSiatan Pelcstanan Lingkungan Hidup Melalui Rehabilitasi Lahan Gambut66 Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai ”

67
68 Kegiatan Pele.tarian Lingkungan Hidup Lainnya Vang Diputuskan Dalam Musyawarah
69 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pekon ~
70 Kegiatan Pengembangan Pusat Kemasyarakatan atau Balai Rakvat71 Kegiatan Partlsipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan PekonLainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
72 | Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Pekon,Rancangan Program / KegiatanPembangunan Pekon Yang Berkelanjutan
73 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pendataan Potensi dan Aset Pekon
74 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pembuatan Profil Pekon Pekon dan PetaAset Pekon
75 1 Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa
76 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin, Disabilitas,Perempuan.Anak dan Kelompok Marginal
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80 Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Lainnya yangdiputuskan Palam Musyawarah y y g
81 1 endaya«unaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pekon danL/diiDa^a Adat
82 Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat83

84
ST dan Pen«emban8an Lembaga Kemasyarakatan Pekon danLembaga Adat Lainnya Yang Diputuskan Palam Musyawara h
Kegiatan M usvawarah Peknn Dalam Ppm/Hcim™ —

85
1X11 rcAun udidin renyusunan Kebijakan Pekon

Kegiatan Penyebaran Informasi Strategis Tentang Kebijakan Pekon86 L.'in™ Penyu.„„„ Kebijakan PekonLainnya Yang Piputuskan Palam Musyawarah
87
88

Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan

89

9Ö~

7—^ uan reiaiman Kadci Pemberdayaan Masyarakat PekonKegiatan Pelatihan Usaha Pertanian Penkanan, Perkebunan, Industri Kecil danPerdagangan
Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan KoperasiKe^ramPiIan Bagi Warga Pekon Pengelola Usaha Ekonomi

91
92

93 Kegiatan Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Pemuda dan Tenaga Kerja Usia Produktif "

94 Netav»^ Pela*lhan Ke,:|a dan K"ramP'l™ Bag' Kelompok Perempuan, Pengrajin, Tani danIncidycU 1

95

96

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SPM Pekon Untuk PengembanganLumbung Ekonomi Pekon Lainnya muangan

97 Kegiatan Pengembangan Unit Pengaduan.Bantuan Hukum dan Paralegal di Pekon
98 _^^~ah Pekon Un.uk Pertanggungiawaban dan Serab Ten™ Hast!
99

05.
01.
02.

d" »—««». Pe»yelengg.„.n Pemermt.h d.n Pemb.ngun.oa cnon JLainnya °

Bidang Tidak Terduga -
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam —
Kegiatan Penganggulangan Bencana Lain..



C. DAFTAR KODE REKENING STANDAR AKUNTANSIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon) Tahun 2017
KODE

- 1
1.
1. 1.
1. 1. 1,
1. 1. 1. 01
1. 1. 1. 02

1. 1.2.
1. 1.2. 01.
1. 1.2. 02.
1. 1.2. 03.
1. 1.2. 04,

URAIAN
~

_
2

ASET
Aset Lancar

Kas dan Bank
Kas di Bendahara Pekon
Rekening Kas Pekon

Piutang
Piutang Sewa Tanah
Piutang Sewa Gedung '

Piutang Sewa Peralatan
Piutang Bagi Hasil Pajak

1. 1.2, 05.
1. 1.2. 06.
1. 1.2. 07.
1. 1.2. 08.

1. 1.3.
1. 1.3. 01,
1. 1.3, 02,
1. 1.3. 03.
1- 1.3. 04,
1. 1.3. 05.
1. 1.3. 06.
1- 1.3. 07.
1. 1.3. 08.

1.2.
1. 2, 1,
1. 2, 1, 01,

1. 3.
1. 3. 1.
1. 3. 1, 01.
1. 3. 1. 02.

Piutang Bagi Hasil Retribusi
Piutang Alokasi Dana Desa
Piutang Panjar Kegiatan
Piutang Lain-Lain

Persediaan ‘

Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Blangko dan Barang Cetakan —Persediaan Alat-Alat Listrik/ Lampu / Baterai
Persediaan Bahan/ Material
Persediaan Alat-alat Kebersihan/ Bahan Pembersih
Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
g_ersedlaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat

Investasi ~

Penyertaan Modal Pemerintah Desa " "

Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Aset Tetap
Tanah '

Tanah Bangunan Kantor
ranah Rumah Dinas '

1• 3. 1. 03.
1.3. 1. 04.
1. 3. 1. 05.
1. 3. 1. 06.
1. 3. 1. 07.
1. 3. 1. 08.

1.3.2.
1. 3.2. 01.
1. 3.2. 02.
1. 3.2. 03.
1. 3.2. 04.
1. 3.2, 05.
1. 3.2. 06. ~

1.3.2. 07. ~

Tanah Pertaman dan Perkebunan ' —lanah Sarana Keschatan '

1 anah Sarana Pendidikan ~
"

Tanah Sarana Umum' '

I anah Sarana Jalan ”

lanah Lainnva

Peralatan dan Mesin
Alat-alat Berat
Alat-alat Angkutan “ -—
Alat-alat Bengkel
Alat-alat Ukur —
Alat-alat Pengolah Pertaman dan Pertemakan
Peralatan Kantor “
Alat-alat Rumah Tangga ' —



KODE
_1

1. 3.3.
1. 3.3. 01
1. 3.3. 02

_ URAIAN

(■edung dan Bangunan ’

Gedung Kantor/Tempat Keija ~ -
Gedung Rumah Dinas/Jabatan

A. O• O• VzO

1. 3.3. 04
1. 3.3. 05
1. 3.3. 06
1. 3.3. 07,

T. 3. 4.
1. 3.4. 01,
1. 3.4, 02.
1. 3.4, 03.
1. 3.4, 04,
1. A 4￼ ns
L

"i a s

Bangunan Gudang
Bangunan Bersejarah
Bangunan Monumen ~

Tugu Peringatan
Bangunan Lainnya

Jalan, Jaringan dan Instalasi
Jalan Desa ' —Jembatan Desa '

Jaringan Air
uenerangan Jalan, Tainan dan Lingkungan ' -—Instalasi Listrik dan Telepon
Instalasi Pengolah Sampah

1. 3.5, 01.
1. 3.5. 02.
1. 3.5. 03.
1. 3.5. 04,

1. 3.6,
1. 3.6. 01.

1. 3,9.
1. 3.9. 01.
1. 3.9, 02.
1. 3.9. 03.
1. 3.9, 04,

Aset Tetap Lainnya ' —Buku dan Kepustakaan
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
Hewan dan Ternak ———————I anaman

Konstruksi Palam Pengeijaan
konstruksi Palam Pengerjaan ' —

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap '

Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peraïatan -
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi
/ucumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya

1.4.
1. 4, 1.
1. 4, 1, 01,

1. 5.
1. 5. 1.
1.5. 1. 01.

Pana Cadangan
Dana Cadangan '

Dana Cadangan "

Aset Tidak Lancar Lainnya
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran "

1. 5. 1. 02.
1. 5. 1. 03.

1. 5.2.
1. 5.2. 01.

1.5.3.
1. 5.3. 01.
1.5.3. 02.
1. 5.3. 03.
1. 5.4.
1. 5.4. 01.

— — Mugsuran Kendaraan Bennotor
lag^an Piutang Penjualan Angsuran Rumah
lagUian Piutang Angsuran Pana Bergulir"

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Paerah
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga "

Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate- BTO)
Kerjasama Operasi (KSO)

Aktiva Tidak Berwujud ' —Aktiva Tidak Berwujud "



KODE

2.
2. 1.
2. 1, 1,
2. 1, 1, 01
2. 1. 1. 02

URAIAN

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek_ _ Hutang Perhitungan Pihak Ketiga ’

Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
Hutan PFK Lainnya

2. 1,2.
2. 1,2. 01,
2. 1.2. 02.

2. 1.3,
2, 1,3. 01.
2. 1,3, 02.
2. 1,3. 03.
2. 1.3. 04.

Hutan Bunga
Hutang Bunga Kepada Bank
Hutang Bunga Kepada Lembaga Bukan Bank

Hutang Pajak ~

Hutang Pajak Pertambahan Nilai
Hutang Pajak Penghasilan PPh 21
Hutang Pajak Penghasilan PPh 22

2. 1,3, 05.

2. 1,4.

Hutang t ajak Penghasilan PPh 23
Hutang Pajak Lainnya ————

Pendapatan Diterima Di Muka
2. 1.4, 01.
2. 1,4. 02.
2, 1,4, 03,

Pajak dan Retribusi Diterima Di Muka~
Uang Muka Penjualan Aset Desa
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa2. 1,4, 04,

2,1.5.
2. 1.5. 01,

2, 1.6.
2. 1,6. 01.
2. 1.6. 02.
2. 1.6. 03.
2. 1.6. 04.
2. 1.6. 05.
2. 1.6. 06.

3.
3. 1.
3. 1. 1.

Uang Muka Bagian Laba BUM Des

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang -

Hutang Jangka Pendek Lainnya ~
Hutang Belanja Pegawai
Hutang Belanja Telepon
Hutang Belanja Air Minum
Hutang Belanja Listrik
Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
Hutang Pengadaan Barang/Jasa ' ~

EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar '

Sisa Lebiti Perhitungan Anggaran tSILPA)
3. 1, 1, 01.

3. 1.2.
3. 1.2. 01.

3. 1.3.
3. 1,3. 01,

3. 1.4.
3. 1.4. 01.

3. 1.5.
3. 1.5. 01.

3. 2.

sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Cadangan Hutang '

Cadangan Piutang

Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan " "

P^3 Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka PendekUana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek

Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan Ditangguhkan

Ekuitas Dana Investasi
3. 2. 1. investasikan Dalain Investasi



KODE
Cl 1

p. 2. 3,

pT2.3. 01

[3.3.
13. 3. 1,

pT3. 1, 01

4.
4, 1.p. 1. 1.

K 1. 1. 01.
4. 1. 1. 02.
4. 1. 1. 03.

URAIAN

Diinvestasikan Palam Aset Lamnva
Diinvestasikan Palam Aset Lainnya

Ekuitas Dana Cadangan
Diinvestasikan Palam Dana Cadangan

Diinvestasikan Palam Dana Cadangan

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa '

Bagi Hasil Usaha Desa ’

Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
Hasil Pengelolaan Pasar Desa -
Hasil Pengelolaan Pasar Hewan

4. 1. 1. 05.

p. 1. 2.p. 1.2. 01.
4. 1.2. 02.

p. 1,3.p. 1.3. 01.p. 1.3. 02.
4. 1.3. 03.

p. 1,4,
4, 1.4. 01.P- 1.4. 02.

|4. 1,4. 03.p. 1.4, 04,
4. 1.4, 05.p. 1.4. 06.p.1.4, 07.
4. 1.4. 08,
4. 1.4. 09.

4. 2.
4. 2. 1,

p2.1. 01.

4. 2.2.p. 2.2. 01.

4. 2.3.
4. 2.3. 01.

p. 2.4.
4. 2.4. 01.

p. 2.5.
4. 2.5. 01.

Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa
hasil Usaha Desa Lainnya

Hasil Aset Desa
Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa— Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa ~ " -

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Hasil Swadaya "

Hasil Gotong Royong " "

Hasil Partisipasi Lainnya

Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
Punggutan DesaQ Hasü Peniualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak DipisahksnHa811 PelepasanTanah Desa TahunBerjalan
Bunga Simpanan Uang di Bank —Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
Lam-Lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya ~

Pendapatan Transfer
Dana Desa

Dana Desa '

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi Dana Pekon -
Alokasi Dana Pekon

Bantuan Keuangan Provinsi " ~

Bantuan Keuangan Provinsi ' ’

Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota —
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F 1
14. 3.
4.3. 1.

R. 3. 1. 01
l4 1 no

I URAIAN
-1 : 2 —Lain-Lain Pendapatan Desa Yang SahJ Pendapatan Hibuh dan Sumbangan Pihak Ketiga_| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat -

R. 3. 1, 03
4, 3. 1, 04

R. 3. 1. 05
4. 3. 1, 06

R. 3. 1. 07

J Pendapatan Hibah dari Pemerintah ProvinsiJ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota “

-J Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta~4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/PeroranganJ Pendapatan Hibah dari Perusahaan Di DesaJ Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnva
R, 3. 2,
4. 3.2. 01,

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
J Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

5.
[5.1.fe. 1. 1.

| BELANJA
Belanja Desa ~ —-

| Belanja Pegawai "

|5. 1. 1. 01.
RTl. 1. 02.
15. 1. 1, 03,

t L^g^^an letap Kepala Pekon dan Perangkat Perangkat PekonJ Pengliasdan Tetap Stai Pemerintah Pekon
L.cngliasilaii Tambahan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon

5. 1. 1. 05,
[Tl.1. 06.

1Unjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon -
Kesehatan (BPJS) Kepala Pekon Tan IVrangkat Pekon

|5. 1, 1, 07,

pT 1. 1. 08.
——-— uuupuii remcKonan (BHP) dan Anggotanya

H™PUn |BHP| dan Anggotanya

pT 1. 1. 10.

|5. 1.2.
5. 1.2 01.
5. 1.2, 02.
5. 1,2. 03.

Operasional Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
T^jangan Pengelola Aset dan Keuangan Pekon

Belanja Barang dan Jasa '

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/ Internet
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih ‘

5. 1.2, 04 1
5. 1.2. 05. 1[5. 1.2, 06, 1
5. 1,2. 07. 1[5. 1,2. 08. 1
5. 1.2. 09. 1
5. 1.2. 1O.~|

1.2. 11, 1
5. 1.2. 12j
5. 1.2. 13. 1

Belanja Benda Pos dan Materai ~
Belanja Alat Listrik / Battery/ Lampu
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat —Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
Belanja Sewa Peralatan '

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5. 1.2. 1471
5. 1.2. 15J
5. 1.2. 16JR. 1.2. 17. 1
5. 1.2. 18j

|5. 1.2. 19 J

ocuian odkar Mmyak dan Gas ~

Belanja Honorarium Tim Panitia
Belanja Honorarium Instruktur/Pektih/NarasumberBelanja Perjalanan Dinas
Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

15. 1.2. 20. 1
5. 1.2. 21. |

|5. 1.2. 22. |

——— emciniai ami Bangunan, laman dan Sarana PrasaranaBelanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Belanja Sewa Ruangan atau Ged u ng -
Belanja Langganan Koran/Majalah

|O. 1. z. 2Ö.|
[5. 1.2. 24. |
[5. 1.2. 25. 1

Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan TeknisBelanja Jasa Lainnya
Bonor/Intensif Guru PAUD/ Kader POSYANDU/Guru Ngaji
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J URAIAN— ~

n ,5. 1, 3.
5. 1,3. 0]
5. 1,3. 02

Belanja Modal “

-1 Beianja Modal Tanah Bangunan Kantor ' ~ — —J Belanja Modal Tanah Rumah Dinas '

J- 1.3. 03
5. 1,3. 04
5. 1,3, 05

J Beianja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan -4J Beianja Modal Tanah Sarana Kesehatan ”

J peianja Modal Tanah Sarana Pendidikan ~
5. 1.3. 06
5. 1,3. 07
5. 1,3. 08
5. 1.3. 09
5. 1,3, 10
5. 1.3. 11

d Beianja Modal Tanah Sarana Umum
Beianja Modal Tanah Sarana Ja^T~ ‘ J
Beianja Modal Tanah Lainnya -J1 Beianja Modal Pengadaan Alat-alat Berat " — IJ Beianja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

5. 1.3. 12,
5. 1.3. 13.
5. 1.3. 14.

4 Beianja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur —|
1 ^engadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Petem.Hn 1

5. 1.3. 15.4
ivioaai rengadaan Peralatan Kantor '

4 g£lanJa Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tanppa5. 1.3. 16.
5. 1,3. 17.
5 13 is

Beianja Modal Pengadaan Komp^
-I gelanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 1

5. 1.3. 19,
5. 1.3. 20.

J gelanJa Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
g£.anJa Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaModal Pengadaan Gedung K^ntor/Temnato. 1. 3. 21.

5. 1,3. 22,
5. 1.3. 23.

H Modal Pengadaan Gedung Rumah' Dinas/Jabatan—-ja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5. 1.3. 24,
5. 1.3. 25.

—- “ 1 Bangunan Bersejarah—lanJa Modal Pengadaan Bangunan Monumën
5. 1,3. 26.
5. 1,3. 27,
5. 1,3. 28.
5. 1,3. 29.
5. 1.3. 30.

4 1 engauaan i ugu Permgatan
Beianja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya “

Beianja Modal Pengadaan Jalan Desa '

Beianja Modal Pengadaan Jembatan Desa
Beianja Modal Pengadaan Jaringan Air "

Modal Pengadaan Penerangan Jalan. Taman dan5. 1. 3. 31.|
5. 1.3. 32.|
5. 1,3. 33. 15? 1.3. 34, 1
5. 1.3. 35.[
5. 1.3. 36. 1

^lan]a ModaJ Pengadaan Instalasi Listrik dan Telennn ~
g£lanJa Modal Pengadaan Instalasi Pe^olah Sam nahgelanJa Modal Pengadaan Buku dan Kepustaka^
nÉT ''en8adMn Bara"« Bercorak Kesenian, KebudavAanBeianja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak ' *

Beianja Modal Penpadaan Tanam
5. 1.3. 37.1 Beianja Modal Pengadaan Talud Pen^n Tanah (TPT)
6.
6? 1. 1
6.1.1. ['
6. 1. 1, 01.

6. 1.2.
6. 1.2. 01.]

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan J_ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ~—83 Leblh Perhitungan Anggaran (S1LPA) Tahun Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan ' ' ZJ

6. 1,3. |
6. 1.3.01.1
6? 2. 1
6. 2. 1. |~
6. 2. 1, 01. 1
6. 2.2.

Hasd Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkaïï
Basd Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan "

Pengeluaran Pembiayaan —Pembentukan Dana Cadangan " I
Pembentukan Dana Cadangan ~
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1

7.
U RAIAN

non anggaran 2 L
f. 1.

7. 1. 1.
7. 1. 1, 01,
7. 1. 1. 02.
7. 1. 1. 03.
7. 1. 1. 04.
7. 1. 1. 05.

7. 1.2.
[7. 1.2.

_ Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
Perhitungan PFK-Potongan Pajak '

Potongan Pajak PPN Pusat ’

Potongan Pajak PPh Pasal 21
Potongan Pajak PPh Pasal 22 “-
Potongan Pajak PPh Pasal 23
Potongan Pajak PPh Lainnya

Perhitungan PFK-Uang Muka dan Jaminan ' —Uang Muka dan Jaminan

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,
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1 2

7. NON ANGGARAN
7. 1. perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7. 1. 1. Perhitungan PFK-Potongan Pajak
7. 1. 1. 01. Potongan Pajak PPN Pusat
7. 1. 1. 02. Potongan Pajak PPh Pasal 21
7. 1. 1. 03. Potongan Pajak PPh Pasal 22
7. 1. 1. 04. Potongan Pajak PPh Pasal 23
7. 1. 1. 05. Potongan Pajak PPh Lainnya

7. 1. 2. Perhitungan PFK-Uang Muka dan Jaminan
7. 1. 2. Uang Muka dan Jaminan

4« ^cftotaQg

43
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :17TAHUN2017
TANGGAL : 20 MARET 2017

A. KODE PEKON DAN KECAMATAN DALAM APBPekon

KODE

1
URAIAN

2
KETERANGAN

3
01. KECAMATAN KOTA AGUNG
01. 01, PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU
01. 02, PEMERINTAH PEKON PANANGGUNGAN —01. 03. PEMERINTAH PEKON TERDANA
01. 04, PEMERINTAH PEKON KELUNGU
01. 05. PEMERINTAH PEKON PARDASUKA
01. 06, PEMERINTAH PEKON TERATAS
01. 07. PEMERINTAH PEKON KUSA
01. 08. PEMERINTAH PEKON TERBAYA
01. 09. PEMERINTAH PEKON KEDAMAIAN
01. 10. PEMERINTAH PEKON KOTA AGUNG
01. 11. PEMERINTAH PEKON KOTA BATU —01. 12, PEMERINTAH PEKON CAMPANG TIGA —
01. 13. PEMERINTAH PEKON BENTENG JAYA

02.
02, 01.

KECAMATAN TALANG PADANG
PEMERINI AH PEKON KALIBENING

02, 02. PEMERINTAH PEKON KEJAYAAN
02, 03. PEMERINTAH PEKON SUKABUMI
02, 04. PEMERINTAH PEKON SUKANEGERI JAYA
02. 05, PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI —02. 06. PEMERINTAH PEKON SINGOSAR1
02, 07. PEMERINTAH PEKON SINAR BANTEN
02, 08, PEMERINTAH PEKON SUKARAME
02, 09. PEMERINTAH PEKON BANDING AGUNG
02, IQ, PEMERINTAH PEKON TALANG PADANG
02, 11. PEMERINTAH PEKON SUKA NEGERI
02, 12. PEMERINTAH PEKON SUKA BANDUNG
02. 13. PEMERINTAH PEKON SUKA MERINDU
02. 14.
02. 15.
09 1 A

PEMERINTAH PEKON SINAR SEMENDO
PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG

UZ. 1O,

02. 17.
02, 18.
02, 19,
02. 20.

PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR
PEMERINTAH PEKON WAY HALOM —
PEMERINTAH PEKON TALANG SEPUH
PEMERINTAH PEKON SINAR HARAPAN
PEMERINTAH PEKON SINAR BETUNG

03. KECAMATAN WONOSOBO
03. 01. PEMERINTAH PEKON KARANG ANYAR
03. 02. PEMERINTAH PEKON KALIREJO
03. 03. PEMERINTAH PEKON DADIREJO
03. 04. PEMERINTAH PEKON BANYU URIP
03. 05. PEMERINTAH PEKON WONOSOBO
03. 06. PEMERINTAH PEKON SOPONYONO
03, 07, PEMERINTAH PEKON BANDAR KEJADIAN
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i 2 303. 15. PEMERINTAH PEKON PADANG MANIS

03. 16. PEMERINTAH PEKON KEJADIAN
03. 17. PEMERINTAH PEKON DADISARI
03. 18. PEMERINTAH PEKON KALISARI
03. 19. PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGORO
03. 20. PEMERINTAH PEKON PEKON BALAK
03. 21. PEMERINTAH PEKON KUNYAYAN
03. 22. PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI
03. 23. PEMERINTAH PEKON NEGER1 NGARIP
03. 24. PEMERINTAH PEKON DADIMULYO
03. 25. PEMERINTAH PEKON SAMPANG TURUS
03. 26. PEMERINTAH PEKON SRI MELATI
03. 27. PEMERINTAH PEKON WAY LIWOK
03. 28. PEMERINTAH PEKON SUMUR TUJUH

04. KECAMATAN PULAU PANGGUNG •

04. 01. PEMERINTAH PEKON TALANG BERINGIN
04. 02. PEMERINTAH PEKON GUNUNG MEGANG
04. 03. PEMERINTAH PEKON TANJUNG REJO
04. 04. PEMERINTAH PEKON TANJUNG BEGELUNG
04. 05. PEMERINTAH PEKON SINAR MULYO
04. 06. PEMERINTAH PEKON KEMUN1NG
04. 07. PEMERINTAH PEKON GEDUNG AGUNG —
04. 08. PEMERINTAH PEKON PENANTIAN
04. 09. PEMERINTAH PEKON MUARA DUA
04. 10. PEMERINTAH PEKON TEKAD
04. 11. PEMERINTAH PEKON PULAU PANGGUNG —
04. 12. PEMERINTAH PEKON GUNUNG MERAKSA —
04. 13. PEMERINTAH PEKON WAY ILAHAN
04. 14. PEMERINTAH PEKON BATU BEDIL
04. 15. PEMERINTAH PEKON AIR BAKOMAN
04. 16. PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYA
04. 17. PEMERINTAH PEKON SINDANG MARGA
04. 18. PEMERINTAH PEKON TALANG JAWA
04. 19. PEMERINTAH PEKON SRIMANGANTEN
04. 20. PEMERINTAH PEKON TANJUNGGUNUNG —
04. 21. PEMERINTAH PEKON SINAR MANCAK

05. KECAMATAN CUKUH BALAK
05. 01. PEMERINTAH PEKON KARANG BUAH —
05. 02. PEMERINTAH PEKON SAWANG BALAK
05. 03. PEMERINTAH PEKON WAY R1LAU
05. 04. PEMERINTAH PEKON TANJUNG RAJA
05. 05. PEMERINTAH PEKON TENGOR
05. 06. PEMERINTAH PEKON TANJUNG JATI
05. 07. PEMERINTAH PEKON KEJADIAN LOM
05. 08. PEMERINTAH PEKON SUKARAJA
05. 09. PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI
05. 10. PEMERINTAH PEKON GEDUNG
05. 11. PEMERINTAH PEKON SUKAPADANG
05. 12. PEMERINTAH PEKON KACAMARGA
05. 13. PEMERINTAH PEKON PAMPANGAN
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06. KECAMATAN PUGUNG
06. 01, PEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANG
06. 02, PEMERINTAH PEKON TIUH MEMON
06. 03, PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG UDIK —
06. 04, PEMERINTAH PEKON TANJUNG HERAN
06. 05, PEMERINTAH PEKON SUMANDA — '

06. 06. PEMERINTAH PEKON CAMPANG WAY HANDAK
06. 07, PEMERINTAH PEKON TAMAN SARI
06. 08, PEMERINTAH PEKON SUKAJADI
06. 09. PEMERINTAH PEKON BINJAI WANGI
06. 10, PEMERINTAH PEKON TANJUNG KEMALA
06, 11. PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG
06, 12. PEMERINTAH PEKON BABAKAN
06, 13. PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU
06, 14. PEMERINTAH PEKON SINAR AGUNG
06, 15. PEMERINTAH PEKON TANGKIT SERDANG
06. 16, PEMERINTAH PEKON GUNUNG KASIH
06. 17. PEMERINTAH PEKON WAY JAHA —1

06. 18. PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG ILIR
06. 19, PEMERINTAH PEKON GADING
06. 20, PEMERINTAH PEKON WAY PIRING
06. 21. PEMERINTAH PEKON PUNGKUT
06, 22. PEMERINTAH PEKON GUNUNG TIGA
06. 23. PEMERINTAH PEKON WAY MANAK
06, 24, PEMERINTAH PEKON SUKA MAJU
06. 25. PEMERINTAH PEKON SUKA MULYA
06. 26. PEMERINTAH PEKON KAYUHUBI
06, 27. PEMERINTAH PEKON TALANG LEBAR

07. KECAMATAN SEMAKA
07. 01. PEMERINTAH PEKON TUGU PAPAK
07. 02. PEMERINTAH PEKON KACAPURA
07. 03. PEMERINTAH PEKON SUKARAJA
07. 04. PEMERINTAH PEKON BANGUN REJO
07. 05. PEMERINTAH PEKON TUGU REJO
07. 06. PEMERINTAH PEKON SIDODADI
07. 07. PEMERINTAH PEKON GARUT
07. 08. PEMERINTAH PEKON KARANG REJO
07. 09. PEMERINTAH PEKON KANOMAN
07. 10. PEMERINTAH PEKON SUDIMORO
07. 11. PEMERINTAH PEKON SUDIMORO BANGUN
07. 12. PEMERINTAH PEKON SRI PURNOMO
07. 13. PEMERINTAH PEKON SRI KUNCORO
07. 14. PEMERINTAH PEKON S1DOMULYO
07. 15. PEMERINTAH PEKON KARANG AGUNG
07. 16. PEMERINTAH PEKON TULUNG ASAHAN
07. 17. PEMERINTAH PEKON SRI KATON
07. 18. PEMERINTAH PEKON PARDAWARAS
07. 19. PEMERINTAH PEKON SEDAYU
07. 20. PEMERINTAH PEKON WAY KERAP
07, 21, PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO
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1 2 308. 05. PEMERINTAH PEKON ARGOPEN1

08. 06. _ PEMERINTAH PEKON MARGODADI
08. 07,. PEMERINTAH PEKON MARGOYOSO
08. 08. PEMERINTAH PEKON DADAPAN
08, 09, PEMERINTAH PEKON SIMPANG KANAN
08. 10, PEMERINTAH PEKON WONOHARJO —
08. 11, PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYO —
08. 12. PEMERINTAH PEKON ARGOMULYO —
08, 13. PEMERINTAH PEKON SIDOREJO

09. KECAMATAN ULU BELU
09, 01. PEMERINTAH PEKON DETA RAJAN
09. 02, PEMERINTAH PEKON GUNUNGTIGA
09. 03. PEMERINTAH PEKON
09, 04, PEMERINTAH PEKON PAGAR ALAM *
09. 05. PEMERINTAH PEKON MUARA DUA
09. 06. PEMERINTAH PEKON NGARIP
09, 07. PEMERINTAH PEKON PENANTIAN
09. 08. PEMERINTAH PEKON GUNUNG SARI —09, 09, PEMERINTAH PEKON ULU SEMONG
09. 10, PEMERINTAH PEKON SIRNA GALIH
09, 11, PEMERINTAH PEKON REJO SARI
09, 12. PEMERINTAH PEKON SUKAMAJU
09, 13. PEMERINTAH PEKON
09. 14. PEMERINTAH PEKON A
09. 15. PEMERINTAH PEKON AIR ABANG
09, 16. PEMERINTAH PEKON PETAY KAYU

10. KECAMATAN PEMATANG SAWA
10. 01, PEMERINTAH PEKON TAMPANG
10. 02. PEMERINTAH PEKON KAUR GADING
10. 03. PEMERINTAH PEKON TIROM
10. 04, PEMERINTAH PEKON WAY NIPAH
10. 05. PEMERINTAH PEKON GURING
10. 06. PEMERINTAH PEKON BETUNG —10. 07. PEMERINTAH PEKON TANJUNGAN
10. 08. PEMERINTAH PEKON TELUK BRAK
10. 09. PEMERINTAH PEKON KARANG BRAK
10. 10. PEMERINTAH PEKON PESANGUN
10. 11. PEMERINTAH PEKON WAY ASAHAN
10. 12. PEMERINTAH PEKON TAMPANG MUDA
10. 13. PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU
10. 14. PEMERINTAH PEKON MARTANDA —
11. KECAMATAN KELUMBAYAN
11. 01. PEMERINTAH PEKON NEGERI KLUMBAYAN
11. 02. PEMERINTAH PEKON PEKON SUSUK
11. 03. PEMERINTAH PEKON NAPAL
11. 04. PEMERINTAH PEKON PEKON UNGGAK
11. 05. PEMERINTAH PEKON PENYANDINGAN
11. 06. PEMERINTAH PEKON PAKU
11. 07,
11

PEMERINTAH PEKON UMBAR
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1 2 312, 05. PEMERINTAH PEKON KANDANG BESI

12, 06. PEMERINTAH PEKQN TEBA BUNUK
12. 07, PEMERINTAH PEKON WAY GELANG
12, 08. PEMERINTAH PEKON TALAGENING
12. 09. PEMERINTAH PEKON GEDUNG JAMBU
12, 10, PEMERINTAH PEKON MAJA
12, 11. PEMERINTAH PEKON PULAU BENAWANG
12. 12. PEMERINTAH PEKON PAYUNG
12. 13. PEMERINTAH PEKON KESUG1HAN
12, 14, PEMERINTAH PEKON PEJAJARAN
12. 15. PEMERINTAH PEKON KALI MIRING
12. 16. PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG —'

13. KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
13. 01, PEMERINTAH PEKON BATU KERAMAT
13. 02, PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU
13. 03. PEMERINTAH PEKON UMBUL BUAH
13. 04, PEMERINTAH PEKON MENGGALA
13. 05. PEMERINTAH PEKON MULANG MAYA
13. 06. PEMERINTAH PEKON SUKA BANJAR
13. 07, PEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOM
13. 08. PEMERINTAH PEKON KAGUNGAN
13. 09. PEMERINTAH PEKON KERTA —
13. 10. PEMERINTAH PEKON TEBA
13. 11. EEMEKINTAH PEKON TALANG REJO
13. 12. PEMERINTAH PEKON TANJUNGJAT1

14. KECAMATAN GISTING
14. 01. PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS
14. 02. PEMERINTAH PEKON CAMPANG
14. 03. PEMERINTAH PEKON KUTA DALOM
14. 04. PEMERINTAH PEKON PURWODADI
14. 05. PEMERINTAH PEKON GISTING BAWAH
14. 06. PEMERINTAH PEKON GISTING ATAS
14. 07. PEMERINTAH PEKON SIDOKATON
14. 08. PEMERINTAH PEKON LANDBAW
14. 09. PEMERINTAH PEKON GISTING PERMAI

15. KECAMATAN GUNUNG ALIP
15. 01. PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI
15. 02. PEMERINTAH PEKON SUKARAJA
15. 03. PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG
15. 04. PEMERINTAH PEKON KEDALOMAN
15. 05. PEMERINTAH PEKON SUKABANJAR
15. 06. PEMERINTAH PEKON SUKAMERNAH
15. 07. PEMERINTAH PEKON CIHERANG
15. 08. PEMERINTAH PEKON PAR1AMAN —
15. 09. PEMERINTAH PEKON SUKADAMA1
15. 10. PEMERINTAH PEKON WAY HALOM
15. 11. PEMERINTAH PEKON PENANGGUNGAN
15. 12. PEMERINTAH PEKON DARUSSALAM

16. KECAMATAN Ï.ÏMATT
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16. 05. PEMERINTAH PEKON KETAPANG
3

16. 06. PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG
lb. 07. PEMERINTAH PEKON PEKON AMPAI
lb, 08. PEMERINTAH PEKON PARIAMAN
16. 09. PEMERINTAH PEKON ATAR BRAK
16, 10. PEMERINTAH PEKON JTANJUNG SIOM
lb. 11. PEMERINTAH PEKON TANJUNGJAYA -

17. KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
17, 01, PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG —
17. 02. PEMERINTAH PEKON BANDAR SUKABUMI
17, 03. PEMERINTAH PEKON SANGGI
17. 04. PEMERINTAH PEKON RAJABASA
17, 05. PEMERINTAH PEKON BANDING
17, 06. PEMERINTAH PEKON GUNUNG DOH
17. 07. PEMERINTAH PEKON SIMPANG BAYUR —
17, 08. PEMERINTAH PEKON ATAR LEBAR
17. 09. PEMERINTAH PEKON SINAR BANGUN
17, 10. PEMERINTAH PEKON SANGGI UNGGAK
17, 11. PEMERINTAH PEKON TULUNG SARI —
18, KECAMATAN AIR NANINGAN —
18. 01, PEMERINTAH PEKON WAY HARONG
18. 02. PEMERINTAH PEKON AIR KUBANG
18, 03. PEMERINTAH PEKON KARANG SARI
18. 04. PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO
18. 05. PEMERINTAH PEKON AIR NANINGAN
18. 06. PEMERINTAH PEKON DATAR LEBUAY
18. 07. PEMERINTAH PEKON SINAR JAWA
18. 08. PEMERINTAH PEKON BATU TEG1
18. 09. PEMERINTAH PEKON SINAR SEKAMPUNG
18. 10 PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO

19. KECAMATAN BULOK
19. 01. PEMERINTAH PEKON SUKAMARA
19. 02. PEMERINTAH PEKON SUKANEGARA
19. 03. PEMERINTAH PEKON BANJARMASIN —
19. 04. PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG BARAT
19. 05. PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG
19. 06. PEMERINTAH PEKON GUNUNG TERANG
19. 07. PEMERINTAH PEKON NAPAL
19. 08. PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR
19. 09. PEMERINTAH PEKON PEMATANG NEBAK
19. 10. PEMERINTAH PEKON TANJUNGSARI

20. KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
20. 01. PEMERINTAH PEKON LENG KU KAI
20. 02. PEMERINTAH PEKON SIDOHARJO
20. 03. PEMERINTAH PEKON MERBAU
20. 04. PEMERINTAH PEKON BATU PATAH
20. 05. PEMERINTAH PEKON PURWOSARI
20. 06. PEMERINTAH PEKON MARGA MULYA



B. KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APB-PEKON) TAHUN 2017

KODE URAIAN
01.
01. 01.

02.
03.
04.

~ " =Pembayaran Penghasüan Tetap dan Tunjangan "

Kegiatan Operasional Kantor Pekon —Kegiatan Operasional Badan Himpun Pemekonan (RHP)

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Kegiatan Operasional RT 1 '
Kegiatan Pemilihan Kepala Pekon '

Kegiatan Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Pekon '

Kegiatan Pembentukan Badan Himpun Pemekonan (BHP) "

Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemekonan —Kegiatan Pembangunan Kantor Pekon
Kegiatan Pemeliharaan Kantor Pekon - —

12.
13.

02.
01.

1 imuaiiKuiidii burana dan Prasarana Kantor Pekon- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon
Kegiatan Rmy.tenffi.num Pemenntahan Pekon UMB^a yang diputuskan dalam musyawarah

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon —

02. r—“ 0 rnudiKan rcuman behat Untuk Fakir MiskinKegiatan Pembangunan. Pemeliharaan Saluran Drainase03.
04. ^Siatan Pembangunan, Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah

sZmpah Pengadaan Ger°bak Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampat dan Mesin Pengolah
UÖ.

06.
07.

Pe“banf^ Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pemukiman Lainnyayang diputuskan dalam musyawarah lainnya

£csiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharan Tamhatan PerahuKegiatan Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Pemukiman
Oo.
09.
10
1 1

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Poros Pekon
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Usaha Tani
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Wisata
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pekon "

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-Gorong ~12
13
14 —“^iHwugunan, pengembangan dan Pemeliharaan Terminal PekonKegiatan Pembangunan,Pengembangan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan PrasaranaTransports»! Lainnya yang putoskan dalam Musyawarah
15
16

fSSgn180 1 embangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik MikrohidrobeKlatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel^.cSiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari "
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Biogas
Kc8iatan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jannen Histrihom n-v.-

17
18
19
20

21

Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana^an prasarana Energi Lainnya' "
yang diputuskan dalam musyawarah

y

^‘Slatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jaringan Internet untuk warga Pekon22
23

24

KSgmtan Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Website Pekon °
Kegiatan 1engadaan,Pemeliharaan Pengeras Suara, Telepon Umum dan Radio Single Side Band[mOD]

25 — n rcaaio oingle oiae Band (SSB)
Kegtafm rombougm.au, P.meim„.»„ d„ Peugod.au d„ grasman. KounmikasiLainnya yang diputuskan dalam musyawarah

26 Besih1311 KembangUnan’ Pengembangan, pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air
27 Kegiatan Pembangunan, pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
28 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jambaninasi-
29
30 ^cSlatan pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mundi Cuci Kakus (MCK)

31
32

—o rciucundraan mqou/ Kapal Motor untuk Ambulance Pekonpengadan dan Pemeliharaan alat bantu bagi penyandang disabilitas~ ~

33 —:—-—6 pemeunaraan ranti Kehabilitasi Penyandang DisabilitasPembangunan dan Pemeliharan Gedung Balai Pengobatan dan Posyandu Pekon
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34

35
36

P'“eUh«“ Pengadaan dan pn.aa™.a Kesehata.Lainny» VHng diputuskan dalam musyawarah
fefflatan Pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat '

37
38
39
40
41
42

4 Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan buku dan peralatan belajar PA UPKegiatan Pengadaan dan pemeliharaan wahana permainan anakdi PAI ID
4 ^egiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan
4 Pembangunan dan pemeliharaan bangunan perpustakaan pekonkegiatan Pengadaan Buku dan Bahan BacaanJ ^egiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Baku Pelatihan/ Kegiatan Belajar Masvarakat43

44
45
46

47

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanggar Seni ' J

J Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Film Dokumenter
4 ^ePatdn 1 engadaan, Pengembangandan Pemeliharaan Peralatan Kesenian

"» J.n prasarana peadidlkaa dan4 Kebgdayaan Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

48
49 1 ^Sgmtan 1 rmlwngunan dan perbaikan embung dan/atau sistem pengairanJ Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Pekori °
50
51

Kegiatan Pengadaan dan Pencetakan Lahan Pcrtanian
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kolam Ikan52

53

54
55
56

1 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan "

| Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan tempat pendaratan kapal penangkap ikan
Kegiatan Pembangunan, pengadaan tambak garam '

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kandang TernakKegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak57
58

59

^aton ^mbangunan dan Pemeliharaan Gudang Penylmpanan Sarana Produks, PertanianKe^atan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Produksipertanian Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengenngan Hasil Pertanian

60
61

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Pekon
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan HuHann

62 Kegmtan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan
4

basil pertanian lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
63 I Kegiatan Pengadaaan dan pemeliharaan mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor danmesin bubut untuk mebeler.
64 I

65 1
66 |

Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Jasa danbecU lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
^latan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Pekon, Pasar Sayur dan Pasar HewanKegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPJ) Prkon

O / I
68 1 Kcg^atan Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Toko Online PekonKegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Barang69

70 1
71 |

Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Pemasaranlainnya yang diputuskan dalam musyawarah
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pondok Wisata

72 1
73
74

_ & Mdji rcmeiiiiaraan Kauggung Hiduran
^eSlatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kios Cederamata dan Kios Warn ng MakanKsgiatcm nembuHguuau dan PeilieimaraAh Wahana Permainan Anak dan Outbond '

75
76

— w.wcw^unan,, emeunaraan nan rengem bangan Taman RekreasiKegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Penginapan
77

78

Pen^daaa. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPekon Wisgta Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

79 PadiKegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Peraut Kelapa.Penepung Biji-bijian, PencacahHakan Ternak, Penyangrai Kopi
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^latan I engembangan dan Pernanfaatan Pos Pelayanan Teknologi (Posvantek) Pekon
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ASET —
1. 1. 1.
1. 1. 1. 01,
1- 1. 1. 02,

L 1.2.
1. 1. 2, 01,

Aset Lancar
Kas dan Bank

_______
Kas di Bendahara Pekon ~

. Rekening Kas Pekon

. Piutang ~
Piutang Sewa Tanah ' -1. 1.2. 02,

1. 1.2. 03.
1. 1.2, 04,
1. 1. 2. 05.
1. 1. 2. 06.
1. 1.2, 07,
1. 1. 2, 08,

1 1 7

^Piutang Sewa Gedung
Piutang Sewa Peralatan
Piutang Bagi Hasil Pajak
Piutang Bagi I lasil Retribusi
Piutang Alokasi Dana Desa
Piutang Panjar Kegiatan
Piutang Lain-Lain -

1. 1.0.

1. 1. 3, 01.
1. 1.3. 02.
1. 1. 3. 03.
1. 1.3. 04,

Persediaan
Persediaan Benda Pos dan Materai ~
Persediaan Alat Tulis Kantor - -
Persediaan Blangko dan Barang Cetakan '

Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai
1. 1.3. 05.
1. 1. 3. 06.
1. 1.3. 07,
1. 1.3, 08.

Persediaan Bahan/ Material
Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih
Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat

1. 2. Investasi ’ ' —1. 2. 1,
1. 2. 1, 01.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa '"

Penyertaan Modal Pemerintah Desa

1. 3.
1. 3. 1,

Aset Tetap ~
Tanah

1. 3, 1, 01. ‘ anah Bangunan Kantor
1. 3. 1, 02.
1. 3. 1. 03.

Tanah Rumah Pinas
Tanah Pertanian dan Perkebunan ~

1. 3. 1, 04, Tanah Sarana Kesehatan
• • 3. 1. 05. Tanah Sarana Pendidikan
I. 3. 1. 06.
1. 3, 1, 07,
1. 3. 1. 08.

1 anan Sarana Umum '—
Tanah Sarana Jalan
Tanah Lainnya “

T~~3, 2,
1. 3. 2. 01.
1. 3. 2. 02.

Peralatan dan Mesin —Alat-alat Berat ~ —Alat-alat Angkutan
1. 3. 2. 03. Alat-alat Bengkel ———————. 3. 2. 04,
1. 3. 2, 05.
13 7 nZ

Alat-alat Ukur ~ ~
Alat-alat Pengolah Pertanian dan Perternakan '

X • \J\J »

1. 3. 2. 07.
Peralatan Kantor ~
Alat-alat Rumah Tangga —1. 3. 2. 08.

1. 3. 2, 09,
1. 3. 2. 10,
1. 3, 2 11, [~

Peralatan Komputer —
Alat-alat Studio/Audio “ —Alat-alat Komunikasi " '

Peralatan dan Mesin Lainnya —
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1. 3. 3,n. 3. 3, 01.
1. 3. 3 02,p 3. 3 03.

H. 3. 3 04,
Fl. 3. 3 05,
[1. 3. 3. 06.
11. 3. 3, 07,

1 Oedung dan Bangunan
-I Gedung Kantor/Tempat Keija ‘

I Gedung Rumah Dinas/Jabatan —J Bangunan Gudang " -_| Bangunan Bersejarah ‘ ' -
J nangunan Monumen
1 Tugu Peringatan ~

[1. 3.4.
1. 3.4 01,
1. 3. 4. 02.'
1. 3. 4 03,

11. 3. 4 04.
[1. 3. 4 05,
1.3. 4 06.

Jalan, Jaringan dan Instalasi
1 Jalan Desa "

1 Jembatan Desa '—
l Jaringan Air '

1 Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan1 Instalasi Listrik dan Telepon ”
J Instalasi Pengolah Sampah

11. 3. 5.
1. 3 5. 01.
1.3. 5. 02.'
1. 3. 5. 03,

11. 3. 5 04,

1. 3, 6.

Aset letap Lainnya —Buku dan Kepustakaan '

1 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan -
Hewan dan Ternak "

Tanaman ~

Aonstruksi Dalam Penger^aan[ï. 3.6, 01.

1.3.9. '

1. 3, 9 01.1
11 3. 9 02.
11.3.9, 03. 1
1. 3. 9. 04. |

[1.4. 1
H. 4. 1. I

Konstruksi Dalam Pengerjaan ” '

Akumulasi Penyusutan AktivaTetap
Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan .Jalan, Jaringan dan Instalasi
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya

Dana Cadangan

p. 4, 1. 01.

[1.5. |
1.5 1. 1
1. 5, 1. 01. |
fl- 5, 1, 02, |
|L 5. 1, 03. |

Dana Cadangan

Aset Tidak Lancar Lainnya — —Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan BermotorTagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah

1.5.2. T
‘"gman riu tang Angsuran Dana Bergu1ir

1. 5 2, Qi,
iqgiHcui i uriiuian Lianu Kerugian Daeran '

_
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

11.5.3. j
1. 5.3 01,
1. 5, 3. 02.T

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Bangun Guna Serah (Build? Operate & Transfer - BOT)Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate- BTO| ' "

ILJL3- 03. 1
1.5.4. |~

[1. 5.4, 01,

1.5,5. T
1. 5 5. 01. |
1. 5. 5 02, 1
1. 5. 5, 03. |

2. 1

Kerjasama Operasi (KSO) '
Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva Tidak Berwujud

Aset Lain-Lain
Aset Rusak Berat
Aset Tetap Renovasi '

Aset Lain-lain lainnya
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Hutang Bunga “
Hutang Bunga Kepada Bank ~

Hutang Bunga Kepada Lembaga Bukan Bank

Hutang Pajak '

X. 1.0. 1,

2. 1, 3. 02.
2. 1.3, 03,
2, 1, 3. 04.
2. 1, 3, 05,

2. 1.4,

Hutang Pajak Pertambahan Nilai
Hutang Pajak Penghasilan PPh 21 ~

Hutang Pajak Penghasilan PPh 22
Hutang Pajak Penghasilan PPh 23
Hutang Pajak Lainnya

Pendapatan Diterima Di Muka " ' "

2. 1,4, 01. Pajak dan Retribusi Diterima Di Muka
2, 1,4. 02. Uang Muka Penjualan Aset Desa
2, 1,4, 03. Uang Muka Ixdang Penjualan Aset Desa
2, 1,4, 04, Bang Muka Bagian Laba BUMDes

2. 1, 5, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1.5. 01. Bagiar^ancar Hutang Jangka Panjang

2. 1,6. Hutang Jangka Pendek Lainnya
2, 1.6, 01, Hutang Belanja Pegawai
2. 1,6. 02. Hutang Belanja Telepon
2. 1.6, 03. Hutang Belanja Air Minum
2. 1.6. 04, Hutang Belanja Listrik
2, 1.6, 05. Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
2. 1, 6. 06. Hutang Pengadaan Barang/Jasa

3. EKUITAS
3. 1, Ekuitas Dana Lancar
3. 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3. 1.1. 01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

3. 1.2. Cadangan Piutang
3. 1. 2. 01. Cadangan Piutang

3. 1. 3. Cadangan Persediaan
3. 1.3. 01. Cadangan Persediaan

3. 1.4. Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek3. 1.4. 01. Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek

3. 1.5. Pendapatan Ditangguhkan
3. 1.5. 01. Pendapatan Ditangguhkan

3. 2. Lkuitas Dana Investasi
3. 2. 1. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang3. 2. 1. 01. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

3. 2. 2. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3. 2. 2. 01. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

3. 2. 3. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3. 2. 3. 01. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

3. 3. Ekuitas Dana Cadangan
3. 3. 1. Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
3. 3. 1. 01. Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan



KODE

4.
|4. 1.
R. 1 1.R. 1, 1. Ql,
4, 1. 1. 02,
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PENDAPATAN_ Pendapatan Asli Desa
Bagi Hasil Usaha Desa

Basil Pengelolaan Tanah Kas Desa -
R. 1, 1. 03,
4, 1, 1. 04,

R. 1.1, 05,

R. 1.2.
4, 1.2. 01.
R. 1. 2 02.

liaa|1 rcugeioiaan nasar Desa
Basil Pengelolaan Pasar Hewan
Basil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desahasil Usaha Desa Lainnya

Basil Aset Desa
Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa "

Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4, 1, 3.
4. 1, 3. 01,
R. 1.3. 02.R, 1 3 03

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong "

1lasil Swadaya 8

Hasil Gotong Royong '

,4. 1, 4,
4. 1. 4. 01.

nasu nartisipasi Lainnya

Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
Punggutan Desa 8 “

,4. 1, 4, 02,
4. 14, Q3~
4, 1, 4 Q4,~
4, 1,4, 05.
4. 1 4 06

HaS11 Penjualan Aset Desa Selain Tanah YangTidak Dipisahkan
Hasil Pelepasan Tanah DesaTahun Berialan
Hunga Simpanan Uang di Bank ~
Tuntutan Ganti Kerugian (TGR}
Pendapatan Pari Angsuran/cicilan Penjualan "

Pendapatan Pari Pengembalian Kelebihan Belanja
Pendapatan I lasil Eksekusi Atas Jaminan

4, 1. 4, 07.'
4. 1. 4. 08.
4. 1.4. 09. Lain-Lam Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya

4. 2. Pendapatan Transfer —4. 2. 1. Dana Desa "

4. 2, 1 , 01.

4 5 Q

Dana Desa

•t. Z. Z.
4. 2. 2. 01.

4, 2.3,

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi —Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ~ “

Alokasi Dana Pekon
4. 2. 3. 01.

4, 2. 4,
4. 2. 4. 01.

Alokasi Dana Pekon

Bantuan Keuangan Provinsi ~
Bantuan Keuangan Provinsi

1
z. O.

4. 2,5. 01,
Bantuan Keuangan Kabu paten/Kota —Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

1 4. 3. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
T. ó. 1.
4. 3. 1 01

Pendapatan Hibuh dan Sumbangan Pihak Ketiga "

4. 3. 1. 02,
renaapatan Hibah dan Pemerintah Pusat ~_ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi ' ' ’

4. 3. 1. 03.
4. 3. 1. 04.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta '

zï. 3. 1. 05. Pendapatan Hibah dan Kelompok Masyarakat/Peroranganz4. 3. 1. 06. Pendapatan Hibah dari Perusahaan Di Desaz4. 3. 1. 07. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya “]
z4. 3.2. Lam-Lain Pendapatan Desa yang Sahz4. 3. 2. 01. uain-nain renaapatan Desa yang Sah
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BELANJA
5. 1.
5. 1.1.
5. 1. I, 01.
5. 1. 1. 02.

_ Belanja Desa ~

Belanja Pegawai
^?g2as!lan lctaP Pekon clan Perangkat Perangkat PekonPenghasilan Tetan Staf Pemerintah “ ——5. 1. 1. 03. Penghasi1an Tamhahan i/onoin d,.i. „

5. 1, 1. 04,
S 1 1 rtcz

=— ‘■unoanan Kipola Pekon dan Perangkat PekonTunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekono. 1.1. uo.
5^1. 1. 06.

lHnjangan Kesehatan (BPJb) kepala Pekon daSTerangkat Pekon ~
1 unjangan Hadan Him nun /una a ° ———5. 1. 1, 07.

5, 1, 1. 08.
5. 1. 1. 09.

77— ° rymcKonan dan Anggotanva
-SSldang Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan A\?ppotanvn
Insentif RT/RW 1 1—±22Hl£E2ianya

5. 1. I. 10.
repaid reKon dan Perangkat Pekon

5.1.2.

ecngeioia Aset dan Keuangan Pekon

Belanja Barang dan Jasa — —5. 1.2, 01.
5. 1,2, 02.
5, 1,2. 03.

Belanja Listrik, Air.^Telepon, Fax/lnternetBelanja Alat Tulis Kantor_ Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih5. 1.2, 04.
5. 1.2. 05

Belanja Benda Pos dan Materai
Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan5. 1.2. 06.

5. 1. 2. 07.
5. 1.2. 08.

ividiwuicin uan iviinuman Kapat ~ '

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
- Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan —Belanja Jasa Upah Tenaga

Belanja Sewa Peralatan

5. 1.2, 09.
5. 1.2, 10,
5. 1,2. 11,
J- 1.2. 12.
5. 1. 2, 13.
5. 1.2, 14,
5. 1.2. 15. '

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
Belanja Honorarium Tim Panitia "

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Nara^ïïbërBelanja Perjalanan Dinas5. 1.2, 16. '

5. 1,2. 17,
5. 1.2. 18.

Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
5. 1.2. 19.

_
1 aiat Kantor dan Rumah Tangga '

Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana PrasaranaO. 1. 2, 20.
5. 1.2. 21, '

5. 1, 2, 22.
5. 1.2. 23.

^elanJa Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Belanja Sewa Ruangan atau Gedung '
Belanja Langganan Koran/Majalah

5. 1,2, 24,
5. 1.2, 25.
5, 1,2. 26.

——4 i ciaunan, ouaialisasi, dan Bimbmgan TeknisBelanja Jasa Lainnya " “
Belanja Honor/Intensif Guru PAUD/Kader POSYANDU/Gun. NgaiiBelanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUSNOMOR : 15Tahun 2017

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKONTAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang ' ' h^^a tuituk me^sanakan ketentuan Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 472015 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka
Pendapatan dan Belanja Pekon diperlukan PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu

ZS h
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2' n°ï°,r 2 TahUn 1997 tentan« Pembentukan KabupatenDaerah Tmgkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IILaXahmUSi U hbaran?e§ara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3’v^/^8 2? TahUn 1999 tentan« Penyelenggaraan NegaraZt0?* h^ba^ dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembfran

NaS p PUS Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3831);

4’ n°m°F 31 TahUn 1999 *entang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199938747^^°’ Tambaha” Lembaran Negara Republik Indonesia Nomortahui 2nnaignimaba * dlUbah dengan Undang-Undang Nomor 20



5
Langan Negara

Lembaran Ne^ra Re'p^^^ 4A Tambalan
6

Negara
Lembaran Negara Republik Indo.,esia Nomor 43M); ' Tambahan

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tPengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanJ^t Pemeriksaan
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6&8 Tambah^ (^mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); ’ mb h n Lembaran Negara

8

“s?sa Ne-a
Republik Indonesia Nomor 5495); ’ mbahan Lembaran Negara

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rnntonn D

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo?5679)f 58’

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentara p^o^i

Republik Indonesia Nomor 4022); ' Tambahan Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tpntano pPelaksanaan Undang-Undang Nomor &
ng ^raturan

K?" RepubUk lnd°"«m Tahun 2014 Nomor ^2?Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55391’rahun7oT5anï‘ab dengan Peratura" “"omor 4^
157 Tambahl^^hT” T™ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

l2' B^mb" Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa YangBersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor t i u
düjbah^t” N®gara RepubIik Indonesia Nomor 5558), sebagaimSJl telahHpmbha era^ir den8an Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016T^h Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun onu
<Beri'a Negara RePUbHk

14 ^T M^nteri Dala” Negeri N°ra°r 113 Tahun 2014 tentang
20Ï4 NÓmor2OTa"8an RepUbHk 'nd— Taha"

Da'am Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
20U NomorM94rnan 'nd°neSia TahU"



Dan

Dan

5 Tahun 2016 Tentang
Negara Republik Indonesia

23' 2oTX±n^ Dalam Negeri RePublik Indonesia Nomor 44 tahun0653 'Berita Negara *“
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Dana £ ^ggunaan. Pemantauan di EvaluSDana Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
25' Daerah kabuPaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APRD1 icahnTanggamus Tahun Anggaran 2017 ^mte™ Daeral! Sbitenanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2016 Nomor 50); ^aoupaten

26. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang

tXu" APendapata" dan belanja Daerah Kabupaten
,Beri,a “ KabUPa“"

MEMUTUSKAN :

Da"

Xin'Nomor 158);
gara RePubllk Indonesia Tahun 2015

I9' 2o7fita^ ?tlam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun^^n^nX^T ASe’ °eSa Negara RePUb'ik

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanDe^SIMgraH Repubbk Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks
Nomor300)

gUn RepUbHk '"do— Tahun 2o"6

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggalTransmigTBsi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016* TentangrZ™,wPu? Pnorltas /enKKunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita NegarfRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 8

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggalTransmigrasi Republik Indonesia Nomor - " ‘
88

Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita
Tahun 2016 Nomor 359);

Menetapkan



Pasal 1

7.
8.
9.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
• Daerah adalah Kabupaten Tanggamus

WakU Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.

memiliki batas wilayah yang

x? s£a~Kesatuan Republik Indonesia.
U da sistem Pemerintahan Negara

Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus
Juru Tubs adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.

P^P*tan dan Belanja
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TanLam^^^1 Anggaran
membiayai penyelenggaran Pemerintahan

anggamus dan digunakan untuk
pemberdayaan Masyarakat ’ Pemblnaan kemasyarakatan, dan

'^eri^ «a‘ADpP' d-a penmbangan vang
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Aloka"i BelanJa Daerah

"k^da^Tr^^ orang pribadi atau badan
berdasarkan peraturan perundanc undaLa 8 ™banS’ yang dapat dipaksakan
membiayai penyeienggaraan Pemerintahan daerahla^ Untuk

pembayaran atas jasa atau
daerah untuk kepentinZ"^ d'bmka" °'ah P“tah

"ESSawax-cw*
1S’S^nXX^^ “P"an^a. Pekon sebaga. unsur
16

Pemenntah, adalah Presiden Republik
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undan^n^^ RepubIlk ^donesia
Tahun 1945. Undang-ündang Dasar Negara Republik Indonesia

^ada^ippunPemg^g^^



pengelolaan

Pekon atau
kewenangan

— Pemekonan,yang diselenggarakan oleh Badan Hippun

hPek,°n disingkat PTPKP
pengelolaan keuang . Pekon

? memban,U KeP^ ^kon untuk mjlaksanakan

^PemS^ Badan Hippun
Pemekonan untuk menyepZtiT7^

*=^ss^ssa=
W

<*“»<*“ APBPekon,

19' Xin"8 ^lah Kepala
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuXanaPek“n.mPUnyai

20
keuangan Pekon°n “““ k°°“^ -laksanaan



33. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekonvang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membavarseluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.

34. Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasa! dari seluruh pendapatan pekon yangmasuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.

35. Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekeningkas pekon.

36. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dengan
belanja pekon.

37. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pedapatan pekon dengan belanja
pekon.

38. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan.

39. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

40. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang
bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun
Peraturan kepala Pekon.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2017, meliputi :

a. Pengertian;

b. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBPekon;
c. Teknis penyusunan APBPekon;
d. Hal lain dalam penyusunan APBPekon.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggatan 2017 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1| tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PekonKeuangan Desa (Siskeudes). menggunakan Aplikasi Sistem



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturanmenempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten TanggTmus. Bupati ini dengan

fa- Btp. EKobanj y •

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATITANGGAMUS,

SAMSUL HADI

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 410



A. PENGERTIAN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKONTAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUSNOMOR :15 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Maret 2017

10 Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana perimbanganyang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTanggamus yang ditenma oleh Pekon setelah dikurangi Dana Alokasi Khm.-c

^^gan Pek°n adalah 8601113 hak dan kewajiban dalam rangkapenyeleng8araan pemenntahan Pekon yang dapat dinilai dengan uang termasukkewaXTpeton^ ya"g ^^ungan dengan hak dan

Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertan^ung-jaXatandan pengawasan keuangan Pekon. 8 jawaoan

Ba'anJa disingkat APBPekon"Cana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang dibahas dan
dtaÏÏ' hersama Oleh pemerintah desa dan Badan Hippun pfmekonan. danditetapkan dengan peraturan Pekon.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang=iJabTnnya ^mpunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhanpengelolaan keuangan Pekon.

Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKPadalah terdin dan Sekretans Pekon, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
Bendahara adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untukmenenma, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan danAP^kT keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan

p™™ Pemb“gunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebutRencana Keqa Pembangunan Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarahperiode^^atu^^h^n prOgram dan ke8iatan ?ang akan dilaksanakan untuk

Jangka Pekon yang selanjutnya disingkatRPJMPekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
adalah uang yang masuk ke kas Pekon tanpa Ada kewajibanuntuk membayar kembali. J



B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPEKON

“pe* p?nerintah Pekon dabm penyusunan
petnbiayaan PekonXXÏ Pek°n’ Pekon

1. Pendapatan Pekon

a. Kelompok Pendapatan Asli Pekon (PAP)Pendapatan asli Pekon, meliputi :
1. Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas Pekon dan hasil BUMKON-

ik Dana Pekon yang selanjutnya disebut DP aAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara van/din bersumber dariditransfer melalui Aneearan ? g d’Peruntukkan bagi Pekon van?
digunakan untuk
Pembangunan, pembinaan kemas^^^
kepada daer^t^pl P"badi atau badan
berdasarkan peraturan perundang-undangfn rans Pat dlpaksaka"

,3^X™nD“nhtea^mU P-W-an atas jasa atau
pemerintah daerah untuk kepentigan orang prib^Utau^T °"*
kembïi.Pek°n adalah uang keluar dari kas Pekon yang tidak bisa ditarik

Pek°n“ lebÖ> a"‘-a pendapatan Pekon dan

16 PekOn“ pendapatan daerah dan

«^yar kembah
yang bersangkutan maupun8pada tahunX^X^^

d‘-gkat SiLPA adalah
anggaran. Panmaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

19
pekon

Peraturan X^dX^



3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;

4 Lain-lain pendapatan asli Pekon, meliputi pungutan Pekon;
5' PAPekon' memperhatikan hal-hal setagar berikut :

' perekonoXXte^ad.^tahTXn
X“=pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Pekon;

b' PA Pekon Pada umumnya, agar tidakmenetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;

C Pek,°" Pekon agar mencantumkan luas, peraü/lokasidan perktraan mlai harga sewa secara keseluruhan;

d!ST ^^«pengawasanterhadap sumber-sumber pendapatan Pekon, maka^c^e^hT^ tahunan terhadap tanah kas Pekon, KepalaPekon terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BHP terhadap lokasi hargade^^pa/ bekon disewakan. Selanjutnva ditetapkSdengan Peraturan Kepala Pekon tentang lelang tanah Kas Pekon yang memuatmekamsme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi;

e. Hasil penyewaan/lelang tanah kas Pekon dimasukkan ke cialam rekening atastekrS pertaTkrm1 Pek°n nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan

f. Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas Pekon dilakukan oleh Kepala Pekondengan pihak penyewa;

g. Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekondan Pasar Pekon /Kios Pekon, obyek rekreasi/wisata Pekon, pemandian umumPekon, hutan Pekon, tempat pemancingan milik Pekon dan kekayaan Pekon^nnya serta Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon lainnya agardtsesuaikan dengan jasa pelayanan yang dibenkan, serta memperhatikan ekon^nidan kemampuan masyarakat;

h' tida* melaksanakan pemungutan yangyang tidak diatur dalam Peraturan Pekon dan/atau di luar kewenangan Pekon;
L royong yang menJ’adiSnp sedangkan swadaya dan partisipasi masvariatvang tidak berbentuk uang dicatat tersendin dalam buku swadaya/ partisipasimasvarakat.

b. Kelompok Transfer
1. Dana Pekon ;
2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Pekon (ADF);
4. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Lampung;
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Tanggamns;



7. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBPekon tetapi tidakditerapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan
pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan
masyarakat Pekon dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk
Penghasilan tetap, Tunjangan Pemerintah Pekon dan BMP, dan Operasional
BHP, LPM, Karang Taruna, PKK, dan RT.

c. Kelompok pendapatan lain-lain
Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :
1. Hibah dan sumbangan dan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
2. Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

2. Belanja Pekon

Belanja Pekon meliputi semua pengeluaran dari rekening Pekon yang merupakan
kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pekon, dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan Pekon, meliputi 5 bidangyaitu:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
2. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
4. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
5. Belanja Tak Terduga.

Belanja Pekon dilakukan secara proporsional sebagai berikut :
1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon,
pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan
pemberdayaan masyarakat Pekon dengan prioritas mencapai tujuan
pembangunan Pekon yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :
a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
b. Pembangunan sarana dan prasarana Pekon
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon
digunakan untuk:
a. Penghasilan tetap;



d. Operasional LPM, PKK, Karang Taruna, dan Rukun Tetangga

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan
Pekon, meliputi :
1. Belanja Pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi

Kepala Pekon dan Perangkat Pekon serta Tunjangan dan Operasional BHPyang
dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, merupakan belanja upah yang diberikan kepada
Kepala Pekon dan Perangkat Pekon setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dan
ADPyang diterima.

2. Tunjangan dan operasional dan BHP, dipergunakan untuk :
a. Tunjangan pimpinan dan anggota BHP.
b. Operasional BHP meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan,

konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

3. Operasional LPM, PKK, Karang Taruna dan Rukun Tetangga, dipergunakan untuk :
a. Insentif Rukun Tetangga.
b. Operasional LPM, PKK, Karang Taruna dan Rukun Tetangga meliputi alat tulis

kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam
serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

4. Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:
a. Alat tulis kantor;
b. Benda pos;
c. Bahan /material;
d. Pemeliharaan;
e. Cetak/penggandaan;
f. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
g. Makanan dan minuman rapat;
h. Pakaian dinas dan atributnya;
i. Upah keija;
j. Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
k. Operasional BHP;
1. Operasional LPM, PKK, Karang Tagma- —



m. Insentif RT untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Pekon.

5. Belanja Modal.
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembehan/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dan
12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pekon.

6. Belanja tak terduga
a. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah

Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
b. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

c. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

7. Pembiayaan
Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
1. Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

2. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.

3. SiLPA teijadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap
belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

4. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari

pada realisasi belanja;
b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belum diselesaikan. —



5. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan
dana cadangan dan rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam
tahun anggaran berkenaan.

6. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan digunakan untuk
menganggarkan pengganti penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.

7. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Pekon.

8. Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun anggaran.

9. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Pekon paling
sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan nncian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

10. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penenmaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
12. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan

Kepala Pekon.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBPekon

Dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Pekon dan BHP perlu
memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan APB Pekon berpedoman kepada :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahnn orm —



“ «O».

ZZx 1 10,5 “™ «.“Usul Dan Keuenangan Lokal Berskala Desa.
C. Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah Tering

7Z7 7 2 TahUn 2015 Tmtan8 P’dOman Da" ^kanismeRengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
d. Peraturan Menteri Desa, PemtengUnan Daerah TertnggaJczr22 Tahun 2016 Tentan8 °-
e. Peraturan Menten Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengaiokasian

< T

Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasl Dana Desa (Benta Negara RepubhkIndonesia Tahun 2016 Nomor 478);
f' XÏT ,BUPa“ Pendelegasian Evaluasi Ranperkon tentangAPBPEkon kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus.
g. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pengelolaan Keuangan Ftekoah. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Pengadaaan barangdan Jasa di ftkoni. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Standar Belanja Pekon.
j. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap, Kmjangan PemenntahPekon Dan BHP.
k Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pnontas PenggunaanDana Pekon Tahun 2017.

1. Peraturan Bupati Tanggamus tentang tata cara pemba^n dan penetapan nndan DanaPekon Setiap pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017.
"77“ tmtang Ta,a dan penetapan RincianAlokas. Dana Pekon (ADP), ba«an Hasil Prjak dan Retiibusi setiap Pekon KabupatenTanggamus Tahun Anggaran 2017.
n. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Penwsunan APBftkon tahun 2017o. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pengelolaan Aset Pekon.
p. Peraturan Bupati Tanggamus tentangStandar Belanja Tahun Anggaran 2017

^7^7Tan88MnUS tenta"8 Upah' danTrnv-ulan IV Tahun Anggaran 2016.
r. Keputusan Bupati Tanggamus tentang Standansasi harga satuan barang kebutuhanPemenntah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017

2. Mam rangka membenkan pelayanan masyarakat secara !ebih optimal sebagtu wujudtoggung jatrab pemenntah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agtrPemenntah Pekon menyusun dan menetapkan APBftkon tahun anggaran 2017 seeara^rakh^W



3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi jadwal
proses penyusunan APBRekon, mulai dan penyusunan, Penyampaian
Kepada BHP, dan Persetujuan BHP.

4. Secara. maten perlu sinkronisasi antara Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) dengan
Rencana Keija Pemerintah Pekon (RKP Pekon) dengan RAPB Pekon. sehingga APBftkon
merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Pekon dalam
upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan rnasvarakat dl Pekon;

5. Pemerintah Pekon yang melakukan Perubahan APB agar memperhitungkan sisa waktu
pelaksanaan APB Pekon Tahun Anggaran 2017.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBPEKON

Pemerintah Pekon dalam menyusun APB Pekon Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan
kebijakan dan teknis penyusunan APB Pekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai
berikut:
1. Pemerintah Pekon pada tahun anggaran 2017 agar melakukan langkah-langkah. antara

lain:
a. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan seleklif mungkin dengan memberikan

perhatian khusus pada upaya pembendayaan ekonomi iakyat dan mempercepat
pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya
sektor riil;

b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yangkurang bermanfaat langsung
bagi kepentingan masyarakat dengan membenkan perhatian khusus terhadap program
dan kegiatan yang dapat memberdavakan masyarakat;

c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada
akhimya mampu menggerakkan perekonomian di Pekon.

2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Pekon, Pemerintah Pekon agar
menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi Pekon sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Tata kelola keuangan Pekon yang baik
a. Memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES);

b. Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Pekon dengan
menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga
tidak menimbulkan permasalahnn hnlnw hiu = —



c. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Pekon yang baik, agar ftmerintah ftkonmelakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Pekon. baikpate tataren perencanaan. pelaksanaan. penatausahaan maupun penanggungjawaban
melalm perbatkan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan. monitoring danevaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;

d. Sebagai bentuk komittnen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon
secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar mengupayakan dukungan terhadap
pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon;

e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber dayamanusia aparatur pengelola
keuangan Pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan /bimbingan teknis,
penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang
memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan Pekon;

f. Monitonng dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan
pertanggungjauaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
Kecamatan kepada Pekon;

g. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon
melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku .

4. Kerjasama Pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
yang melibatkan beberapa Pekon untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara
lebih efektif dan efesien, pemerintah Pekon dapat menyusun program dan kegiatan melalui
pola keija sama antar Pekon.

5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran
(multiyear^, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekeijaan terlebih
dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Pekon dan BHP, dan masa waktu
penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan
Kepala Pekon yang bersangkutan.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Pekon, diharapkan kepada para Kepala Pekon untuk dapat melakukan langkah-langkah yang
diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang



b.

c. Bersama-sama dengan Badan Hippun Pemekonan (BHP) melakukanpencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Ftekon baik yangbersumber dan APBN, APBD, PAPekon maupun sumber keuangan lainnya.

Etemikian untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturanmenempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Bupati ini dengan

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAM SUL HADI

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR...410



1

b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan bar dalam pelaksanaannya;
c. Bersama-sama dengan Badan Hippun ftmekonan (BHP) mekkanpencegahan terhadap kemungkinan teqadinya kebocoran keuangan Pekon baik yangbersumber dan APBN, APBD, PAPekon nraupun sumber keuangan lainnya,

Dermkian untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf
	NPSCN014.pdf
	NPSCN015.pdf
	NPSCN016.pdf
	NPSCN017.pdf
	NPSCN018.pdf
	NPSCN019.pdf
	NPSCN020.pdf
	NPSCN021.pdf
	NPSCN022.pdf
	NPSCN023.pdf
	NPSCN024.pdf
	NPSCN025.pdf
	NPSCN026.pdf
	NPSCN027.pdf
	NPSCN028.pdf
	NPSCN029.pdf
	NPSCN030.pdf
	NPSCN031.pdf
	NPSCN032.pdf
	NPSCN033.pdf
	NPSCN034.pdf
	NPSCN035.pdf
	NPSCN036.pdf
	NPSCN037.pdf
	NPSCN038.pdf
	NPSCN039.pdf
	NPSCN040.pdf
	NPSCN041.pdf
	NPSCN042.pdf
	NPSCN043.pdf
	NPSCN044.pdf
	NPSCN045.pdf
	NPSCN046.pdf
	NPSCN047.pdf
	NPSCN048.pdf
	NPSCN049.pdf
	NPSCN050.pdf
	NPSCN051.pdf
	NPSCN052.pdf
	NPSCN053.pdf
	NPSCN054.pdf
	NPSCN055.pdf
	NPSCN056.pdf
	NPSCN057.pdf
	NPSCN058.pdf
	NPSCN059.pdf
	NPSCN060.pdf
	NPSCN061.pdf
	NPSCN062.pdf
	NPSCN063.pdf
	NPSCN064.pdf
	NPSCN065.pdf

